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BUPATI REJANG LEBONG

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR |0 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI REJANG LEBONG,

bahwa untuk tertib dan kelancaran pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa dalam Kabupaten Rejang Lebong, serta untuk
melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong
Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa, maka perlu
diatur dan disusun pedoman pelaksanaan pemilihan Kepala
Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Rejang Lebong.

Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan
Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2828);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2016,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58);
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Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Tentang
Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Propinsi
Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2854);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2014 Nomor 94);

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun
2015 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Rejang Lebong Tahun 2015 Nomor 117);

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun
2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015 Nomor 118).

MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA
BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
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sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, selanjutnya
disingkat BPMPD, adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa Kabupaten Rejang Lebong.

Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh
Camat.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil
dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demokratis.

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang,
tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan
kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana
Kewilayahan, Pelaksana Teknis dan Staf.

Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat
sesuai dengan Kkebutuhan dan merupakan mitra Kepala Desa dalam
memberdayakan masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa.

Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disingkat PNS,
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat
sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD
khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam
rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil.

Panitia pemilihan/tim fasilitasi pemilihan Kepala Desa Tingkat Daerah,
selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Daerah adalah panitia yang
dibentuk Bupati pada tingkat Daerah dalam mendukung pelaksanaan
pemilihan Kepala Desa.

Tim fasilitasi pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan, selanjutnya disebut
Tim Fasilitasi Pemilihan Tingkat Kecamatan adalah panitia yang dibentuk
Bupati pada tingkat Kecamatan dalam mendukung pelaksanaan pemilihan
Kepala Desa.

Panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, selanjutnya disebut Panitia
Pemilihan, adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan
proses pemilihan Kepala Desa.
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21. Panitia pengawas pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, selanjutnya disebut
Panitia Pengawas, adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk mengawasi
dan menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan proses pemilihan Kepala
Desa tingkat Desa.

22. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh
panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.

23. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara
terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

24. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang
berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban
Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

25. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi
persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.

26. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar pemilih
yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum
terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta
ditambah dengan pemilih baru.

27. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan
usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar
Pemilih Sementara.

28. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar pemilih yang
telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas
pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.

29. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa
untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.

30. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat
dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat
bergelombang.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa pada wilayah Daerah.

Pasal 4

(1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah
Daerah;

b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau

c. ketersediaan PNS di lingkungan Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai
penjabat Kepala Desa.

(2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam)
tahun.

(3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

(4) Penetapan jadwal pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Bupati setelah
mendapatkan pertimbangan teknis dari BPMPD. CRTETET——



Pasal 5

(1) Bupati membentuk panitia pemilihan atau tim fasilitasi pemilihan Kepala Desa
di Daerah dan tim fasilitasi pemilihan Kepala Desa di Kecamatan.

(2) Panitia pemilihan tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas meliputi :

a.

b.
c.
d.

€.

£

8.
h.

merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan
pelaksanaan pemilihan tingkat Daerah;

melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap
panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;

menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;

memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta
perlengkapan pemilihan lainnya;

menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan
lainnya kepada panitia pemilihan;

memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat
Daerah;

melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

~ (3) Tim fasilitasi pemilihan tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas meliputi:

a.

poo
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merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan
pelaksanaan pemilihan tingkat Kecamatan;

menyampaikan kebutuhan surat suara ke tingkat Kabupaten;
menyampaikan surat suara ke Panitia Pemilihan Tingkat Desa;

memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat
Kecamatan;

mengambil langkah-langkah dan tindakan yang dianggap perlu agar
pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berjalan tertib, aman dan lancar; dan
melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan Panitia Pemilihan Tingkat Daerah dan
Tim Fasilitasi Pemilihan Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- BAB III
TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 6
Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
a. persiapan;
b. pencalonan;
c. pemungutan dan penghitungan suara;
d. penetapan;
e. pembubaran panitia; dan
f. pembiayaan.

Bagian Kesatu
Persiapan
Pasal 7

Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri

atas kegiatan:

a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang
disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;



b. pembentukan panitia pemilihan dan panitia pengawas pemilihan Kepala Desa
oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah
pemberitahuan akhir masa jabatan;

c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati
melalui Camat dan BPMPD dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah
terbentuknya panitia pemilihan; dan

e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)
hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan, yang besarannya sesuai dengan
anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Rejang Lebong Tahun
berkenaan.

Paragraf 1
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Pasal 8

(1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan
Keputusan BPD.

(2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur
Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh
Masyarakat.

(3) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam rapat musyawarah desa yang dihadiri oleh Kepala
Desa/Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa, Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat.

(4) Tata cara pemilihan Panitia Pemilihan ditentukan oleh BPD.

(5) Panitia Pemilihan yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat dan
BPMPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal penetapan Keputusan BPD.

Pasal 9

(1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas:
a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan
mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui
Camat dan BPMPD;

c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;

d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;

e. mengajukan permohonan seleksi bagi bakal calon Kepala Desa yang lebih
dari 5 (lima) orang kepada Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Tingkat
Daerah;

f. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;

g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan,;

h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;

i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan
suara;

j. melaksanakan pemungutan suara;

k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan
hasil pemilihan,;

1. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;

m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan

n. melaksanakan tugas lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan

Pemilihan Kepala Desa.
(2) Panitia Pemilihan mempunyai kewajiban :
a. memperlakukan semua calon Kepala Desa secara adil;
b. bertindak jujur, transparan dan dengan penuh rasa tanggung jawab:
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c. melaporkan setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada
BPD, Pemerintah Desa, Panitia Pengawas serta menyampaikan informasi
kepada masyarakat; dan

d. melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu.

Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada

BPD:

Paragraf 2
Persyaratan dan Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Pasal 10

Persyaratan keanggotaan Panitia Pemilihan, yaitu :

a. berdomisili di Desa yang bersangkutan;

b. berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun;

c. terdaftar sebagai pemilih;

d. tidak menjadi calon Kepala Desa, tim kampanye/tim pendukung calon Kepala Desa;
e. sehat jasmani dan rohani; dan

f. dapat membaca dan menulis Bahasa Indonesia dengan baik.

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang,
yang terdiri dari:

a. 2 (dua) orang unsur perangkat Desa;

b. 1 (satu) orang unsur LPM;

c. 1 (satu) orang unsur perangkat agama

d. 1 (satu) orang unsur perangkat adat;

e. 1 (satu) orang unsur kepemudaan; dan

f. 1 (satu) orang unsur tokoh masyarakat lainnya.

Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :

a. ketua merangkap anggota;

b. sekretaris merangkap anggota; dan

c. 5 (lima) orang anggota.

Penentuan susunan Panitia Pemilihan dilaksanakan dengan cara musyawarah
mufakat dan terdiri dari unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3) secara proporsional.

Dalam hal penentuan susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) yang dilaksanakan secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka
dilaksanakan melalui mekanisme pemungutan suara dengan suara terbanyak
dari Anggota BPD yang hadir.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1),
Panitia Pemilihan bila diperlukan dapat menetapkan pembantu penyelenggara
pemungutan suara atas persetujuan BPD yang biayanya dibebankan dalam
APBDesa tahun berkenaan.

Penetapan pembantu penyelenggara pemungutan suara dituangkan dalam
Keputusan Panitia Pemilihan.

Jumlah pembantu penyelenggara pemungutan suara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) orang.

(4) Pembantu penyelenggara pemungutan suara berasal dari unsur Perangkat

Desa, Lembaga Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat Desa atau masyarakat
umum lainnya.

(5) Pembantu penyelenggara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), bertugas selama 2 (dua) hari yaitu satu hari sebelum tanggal pelaksanaan
pemungutan suara dan satu hari pada saat pelaksanaan pemungutan suara.
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Pasal 12

Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
khususnya berkenaan dengan pengamanan penyelenggaraan pemungutan
suara, Panitia Pemilihan dibantu oleh unsur perlindungan masyarakat (linmas)
Desa.

Jumlah Linmas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan
anggaran yang tersedia pada APBD Kabupaten Rejang Lebong tahun berkenaan.
Linmas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas selama 2 (dua)
hari yaitu satu hari sebelum tanggal pelaksanaan pemungutan suara dan satu
hari pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

Paragraf 3
Pergantian Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa
Pasal 13

Dalam hal anggota Panitia Pemilihan berhenti, yang bersangkutan

diberhentikan dari keanggotaan Panitia Pemilihan dan diganti melalui rapat

yang diselenggarakan oleh BPD.

Anggota Panitia Pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

karena :

a. meninggal dunia;

b. atas permintaan sendiri; atau

c. diberhentikan.

Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf ¢ karena :

a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan
tetap;

b. ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan tindak pidana;

c. melanggar tugas dan kewajiban sebagai Panitia Pemilihan; atau

d. mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa.

Pergantian anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis oleh BPD

kepada Bupati melalui Camat dan BPMPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah

tanggal penetapan Keputusan BPD.

Paragraf 4
Pengambilan Sumpah Panitia Pemilihan Kepala Desa
Pasal 14

Panitia Pemilihan sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu diambil
sumpah dan dilantik oleh BPD yang dituangkan dalam Berita Acara
Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Panitia Pemilihan.

Susunan kata-kata sumpah/janji Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

“Demi ALLAH (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi
kewajiban saya selaku Panitia Pemilihan dengan sebaik-baiknya, sejujur-
Jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan
dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan bahwa saya akan
menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta
melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya
yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ”.
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Paragraf 5
Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa
Pasal 15

Dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia
Pengawas Pemilihan Kepala Desa, bersamaan dengan pada saat membentuk
Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Persyaratan keanggotaan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), yaitu:

a. berdomisili di Desa yang bersangkutan;

b. berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun;

c. terdaftar sebagai pemilih;

d. tidak menjadi calon Kepala Desa, tim kampanye/tim pendukung calon Kepala Desa;
e. sehat jasmani dan rohani; dan

f. dapat membaca dan menulis Bahasa Indonesia dengan baik.

Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 ( tiga )
orang yang terdiri dari :

a. 1 (satu) orang dari unsur LPM;

b. 1 ( satu) orang dari unsur perangkat adat; dan

c. 1 ( satu) orang dari unsur kepemudaan.

Susunan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :

a. ketua merangkap anggota;

b. sekretaris merangkap anggota; dan

c. 1 (satu) orang anggota.

Pembentukan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam rapat musyawarah desa yang dihadiri oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala
Desa, Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh
Masyarakat.

Tata cara pemilihan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
ditentukan oleh BPD.

Panitia Pengawas yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat dan
BPMPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal penetapan Keputusan BPD.

Pasal 16

Panitia Pengawas mempunyai tugas :

a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.

b. menerima laporan pelanggaran peraturan pelaksanaan pemilihan Kepala
Desa; dan

c. menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan
Kepala Desa.

Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pengawas bertanggung jawab kepada

BPD.

Pasal 17

Dalam hal Panitia Pengawas berhenti, yang bersangkutan diberhentikan dari

keanggotaan Panitia Pemilihan dan diganti melalui rapat yang diselenggarakan

oleh BPD.

Panitia Pengawas berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :

a. meninggal dunia;

b. atas permintaan sendiri; atau

c. diberhentikan.

Panitia Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢

karena :

a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan
tetap;



b. ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan tindak pidana;
c. melanggar tugas dan kewajiban sebagai Panitia Pengawas; atau
d. mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa.

(4) Pergantian Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
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dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada
Bupati melalui Camat dan BPMPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal
penetapan Keputusan BPD.

Pasal 18

Panitia Pengawas sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu diambil
sumpah dan dilantik oleh BPD yang dituangkan dalam Berita Acara
Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Panitia Pengawas.

Susunan kata-kata sumpah/janji Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

“Demi ALLAH (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi
kewajiban saya selaku Panitia Pengawas dengan sebaik-baiknya, sejujur-
Jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan
dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan bahwa saya akan
menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta
melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya
yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ”.

Pasal 19

Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan Kepala desa dilaporkan oleh

masyarakat, calon atau tim kampanye kepada Panitia Pengawas.

Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara

lisan /tertulis yang berisi :

nama dan alamat pelapor;

waktu dan tempat kejadian perkara;

nama dan alamat pelanggar;

nama dan alamat saksi-saksi; dan

. uraian kejadian.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Panitia

Pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran.

Panitia Pengawas mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima

dan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti

laporan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.

Dalam hal laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak

mengandung unsur pidana, diselesaikan oleh Panitia Pengawas.

Dalam hal laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

mengandung unsur pidana, penyelesaiannya diteruskan kepada aparat

penegak hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Panitia Pengawas dalam penyelesaian pelanggaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (5), dilakukan melalui tahapan:

a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan
musyawarah untuk mencapai mufakat;

b. dalam hal tidak tercapai penyelesaian sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Panitia Pengawas meneruskan permasalahan dimaksud kepada
Camat melalui Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan untuk difasilitasi
penyelesaiannya.

c. dalam hal tidak tercapai penyelesaian sebagaimana dimaksud pada
huruf b, Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan meneruskan permasalahan
dimaksud kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Tingkat Daerah untuk
difasilitasi penyelesaiannya;

°opogp



8

(9)

(1)
(2)

(3)

(1)
)

d. Keputusan Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud
pada huruf b atau Panitia Pemilihan Tingkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada huruf c, bersifat final dan mengikat.

Penyelesaian pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling

lambat 14 (empat belas) hari sejak laporan diterima, dengan ketentuan :

a. penyelesaian oleh Panitia Pengawas dalam jangka waktu 6 (enam) hari;

b. dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak selesai,
maka penyelesaiannya dilakukan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan
dalam jangka waktu 4 (empat) hari;

c. dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak selesai,
maka penyelesaiannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Daerah
dalam jangka waktu 4 (empat) hari.

Khusus untuk penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, paling

lambat 30 (tiga puluh) hari sejak laporan diterima, dengan ketentuan :

a. penyelesaian oleh Panitia Pengawas dalam jangka waktu 14 (empat belas)
hari;

b. dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak selesai,
maka penyelesaiannya dilakukan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan
dalam jangka waktu 8 (delapan) hari;

c. dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak selesai,
maka penyelesaiannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Daerah
dalam jangka waktu 8 (delapan) hari.

Paragraf 6
Penetapan Pemilih
Pasal 20

Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.

Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa
sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah
ditetapkan sebagai pemilih;

b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ ingatannya;

c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan

d.vberdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum
disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda
Penduduk atau surat keterangan penduduk;

e. bukan anggota TNI/Polri;

f. tidak sedang menjalani hukuman pidana atau kurungan berdasarkan
putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

g. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu
kegiatan mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila, dan Undang Undang Dasar 1945 seperti gerakan
separatis, gerakan inskonstitusional untuk mengubah Dasar Negara dan
melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi

syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak

memilih.

Pasal 21
Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.

Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama
12 (dua belas) hari.



(3) Pemutahiran dan validasi data penduduk di Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan dari Daftar Pemilih
Tetap (DPT) yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum terakhir
di desa.

(4) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:

a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal
pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;

b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;

c. telah meninggal dunia;

d. pindah domisili ke desa lain; atau

e. belum terdaftar.

(5) Penduduk desa yang telah didaftar, dicatat dan diberi tanda bukti pendaftaran
yang ditandatangani oleh petugas pendaftar.

(6) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5),
Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 22

(1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6), diumumkan oleh Panitia
Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.

(2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3
(tiga) hari.

Pasal 23

(1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), pemilih
atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan
nama dan/atau identitas lainnya.

(2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau
anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:

a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;

b. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;

c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau

d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai
pemilih.

(3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 24

(1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan
atau melalui Kepala Dusun.

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih
tambahan.

(3) Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 25

(1) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-
tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

(2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya
jangka waktu penyusunan tambahan.



Pasal 26

Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan
Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT.

Pasal 27

(1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diumumkan di tempat yang
strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.

(2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama
3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

(3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar hak pilih dalam
pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 28

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan
Daftar Pemilih Tetap untuk TPS.

Pasal 29

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan
kebutuhan surat suara, surat panggilan dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 30

DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada
pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam
DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian Kedua
Pencalonan
Paragraf 1
Pengumuman Pemilihan Kepala Desa
Pasal 31

(1) Panitia Pemilihan mengumumkan kepada masyarakat bahwa akan diadakan
pemilihan Kepala Desa melalui pertemuan-pertemuan dan/atau menempelkan
pengumuman pada tempat-tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat :

a. persyaratan;
b. ketentuan pendaftaran bakal calon; dan
c. tempat dan waktu pendaftaran.

(3) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa dilaksanakan dalam

jangka waktu 9 (sembilan) hari.

Paragraf 2
Pendaftaran Calon
Pasal 32

(1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

a. warga negara Republik Indonesia;

b. bertakwa kepada tuhan yang maha esa;

c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;



d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau

sederajat;

berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;

bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;

terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling

kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;

tidak pernah terlibat perkara penyalahgunaan/peredaran gelap narkoba;

tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau

lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan

mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang

bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan

berulang-ulang;

k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

1. berbadan sehat; dan

m. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
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(2) Yang dimaksud dengan 3 (tiga) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf m, adalah 3 (tiga) kali dilantik sebagai Kepala Desa baik secara
berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 33

Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), meliputi:

a.

b.
c

mengisi formulir pendaftaran bakal calon kepala desa yang ditandatangani di

atas materai Rp. 6000,- ;

surat pernyataan ketagwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

surat pernyataan setia kepada Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka

Tunggal Ika;

foto copy ljazah serendah-rendahnya dari sekolah menengah pertama,

madrasah tsanawiyah dan/atau pendidikan lain yang sederajat dan ljazah

sebelumnya yang sudah dilegalisir, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. foto copy ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan
pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan
atau pejabat yang berwenang;

2. foto copy surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan
ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang
mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan atau Kepala Dinas;
Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;

3. foto Copy surat keterangan berpendidikan sederajat SMP yang dibuktikan
dengan fotokopi ljazah/STTB yang dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan
atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di wilayah sekolah
tersebut berada;

4. apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan foto copy
ijjazah/STTB dan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama
dengan ijazah/STTB dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota
tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;

5. apabila ijazah/STTB pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat
ditemukan atau hilang/musnah, pelamar wajib menyertakan fotokopi surat
keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang
dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan
ijazah /STTB yang bersangkutan;
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6. kepala satuan pendidikan/sekolah atau Kepala Dinas Pendidikan atau
Kepala Kantor Kementerian Agama bertanggung jawab dan menjamin bahwa
penerima surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan
ijazah/STTB, pernah menerima ijazah/STTB yang berasal dari satuan
pendidikan/sekolah yang bersangkutan.

foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh Pejabat yang

berwenang;

surat pernyataan tentang kesediaan menjadi calon Kepala Desa;

surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri dari Calon Kepala Desa;

foto copy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;

surat keterangan /rekomendasi tidak pernah terlibat perkara

penyalahgunaan/peredaran gelap narkoba dari Polres Rejang Lebong;

surat keterangan bertempat tinggal di desa, dari Kepala Desa yang wilayah

kerjanya meliputi tempat tinggal calon;

surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintah atau rumah sakit dan/atau

puskesmas setempat;

surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan

tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri Curup;

. surat pernyataan pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah berakhir
menjalani masa hukuman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak mendaftar
sebagai calon Kepala Desa, serta mengumumkan secara jujur dan terbuka
kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai
pelaku kejahatan berulang-ulang (bagi calon yang pernah menjalani hukuman
pidana penjara);

surat keterangan tidak sedang dicabut hak memilih/dipilih berdasarkan
keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dari Pengadilan
Negeri Curup;

daftar riwayat hidup calon, dibuat dan ditandatangani oleh calon;

pas foto calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dengan bagian belakang
foto/background merah sebanyak 5 (lima) lembar;

surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga)
kali masa jabatan; dan

surat pernyataan untuk menciptakan pemilihan Kepala Desa yang aman, damai
dan tertib yang diketahui oleh Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

Pasal 34

Apabila pendaftar mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah

menengah pertama atau sederajat, wajib menyertakan :

a. foto copy ijazah sekolah menengah atas yang dilegalisasi sebagaimana
ketentuan dalam Pasal 33 huruf d;

b. foto copy ijazah perguruan tinggi negeri/swasta yang dilegalisasi oleh
perguruan tinggi yang bersangkutan.

Apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat pelamar berkuliah telah

berganti nama, legalisasi dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau

swasta yang baru.

Apabila perguruan tinggi swasta tempat pelamar berkuliah tidak beroperasi

lagi, legalisasi dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta setempat.

Apabila karena sesuatu dan lain hal ijazah pendaftar sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, pendaftar wajib

menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama

dengan ijazah yang dilegalisasi oleh kepala satuan

pendidikan/sekolah/perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah yang

bersangkutan.



Paragraf 3
Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga
Kemasyarakatan, Pegawai Negeri Sipil dan TNI/POLRI Sebagai Calon Kepala Desa
Pasal 35

(1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali selain memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33, harus mengajukan
permohonan cuti kepada Bupati melalui Camat.

(2) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung sejak
ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan
penetapan Calon Kepala Desa terpilih.

(3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang
menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon
Kepala Desa.

(4) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris
Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 36

(1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa selain
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33, harus
mengajukan permohonan cuti kepada Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.

(2) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung sejak
ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan
penetapan Calon Kepala Desa terpilih.

(3) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh
Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau
Keputusan Penjabat Kepala Desa.

Pasal 37

Pimpinan dan Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa
selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33,
harus mengajukan surat pernyataan mengundurkan diri sebagai Pimpinan atau
Anggota BPD terhitung sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai Calon Kepala
Desa.

Pasal 38

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang mencalonkan diri dalam pemilihan
Kepala Desa selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan
Pasal 33, harus mengajukan surat pernyataan mengundurkan diri sebagai
pengurus Lembaga Kemasyarakatan terhitung sejak yang bersangkutan ditetapkan
sebagai Calon Kepala Desa.

Pasal 39

(1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa selain memenuhi
syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33, harus
mendapatkan izin tertulis dari Bupati.

(2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung sejak ditetapkan
sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan
Calon Kepala Desa terpilih.

(3) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat
menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari
jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.



(4) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan
lainnya yang sah.

Pasal 40

Anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa selain
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33, harus
mendapatkan izin tertulis dari pimpinan yang bersangkutan dan/atau sesuai
ketentuan yang diatur oleh institusi TNI/POLRI.

Pasal 41

(1) Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 dibuat
rangkap 5 (lima), dengan ketentuan :
a. 1 (satu) eksemplar asli; dan
b. 4 (empat) eksemplar foto copy.

(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah
dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 42

(1) Panitia Pemilihan hanya menerima berkas persyaratan yang telah lengkap

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33.

Persyaratan yang belum lengkap dikembalikan kepada pendaftar untuk

dilengkapi dan dapat didaftarkan kembali sepanjang masih dalam jangka waktu

pendaftaran Calon Kepala Desa.

(3) Panitia Pemilihan memberikan tanda terima berkas yang dibuat dalam rangkap
2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk yang bersangkutan dan 1
(satu) lembar lainnya untuk arsip Panitia Pemilihan.

(4) Hasil Pendaftaran Calon Kepala Desa dituangkan dalam berita acara.
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Paragraf 4
Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon
Pasal 43

(1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon
meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.

(2) Penelitian terhadap persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari.

(3) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), berdasarkan kelengkapan persyaratan administrasi/dokumen
yang disampaikan oleh bakal calon.

(4) Apabila dari hasil penelitian, terdapat Bakal Calon yang tidak memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33, maka pencalonan
dinyatakan gugur sebagai Calon Kepala Desa yang ditetapkan dengan
Keputusan Panitia Pemilihan dengan mencantumkan alasan gugurnya bakal
calon.

(5) Hasil Penelitian dituangkan dalam Berita Acara.

(6) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.

(7) Pengumuman hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dalam
jangka waktu 3 (tiga) hari setelah berakhirnya jangka waktu penelitian
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(8) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib diproses dan
ditindak lanjuti Panitia Pemilihan.
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Pasal 44

Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang
dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon
Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.

Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 45

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 32 dan Pasal 33 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan

memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.

Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dituangkan dalam berita acara perpanjangan waktu pendaftaran bakal calon

Kepala Desa.

Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang

dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan membuat laporan secara tertulis kepada

BPD.

Laporan Panitia Pemilihan kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah berakhirnya

perpanjangan waktu pendaftaran dengan melampirkan :

a. berita acara penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon
Kepala Desa; dan

b. berita acara perpanjangan waktu pendaftaran.

Pasal 46

BPD setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 45 ayat (4) mengadakan rapat untuk membuat usulan penundaan

pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Bupati.

Usulan penundaan oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah

menerima laporan dari Panitia Pemilihan dengan melampirkan :

a. berita acara rapat BPD;

b. berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal
calon Kepala Desa; dan

c. berita acara perpanjangan waktu pendaftaran.

Berdasarkan usulan dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati

menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

Dalam hal terjadi penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa melaksanakan tugas sampai berakhirnya

masa jabatannya.

Dalam hal terjadi penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa yang habis masa jabatannya

diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 47

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang,
Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan berupa ujian tertulis.

Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Panitia
Pemilihan Tingkat Kabupaten setelah adanya permohonan secara tertulis dari
Panitia Pemilihan.



Pasal 48

(1) Bakal Calon wajib mengikuti ujian tertulis yang dilaksanakan oleh Panitia
Pemilihan Tingkat Kabupaten.

(2) Sebelum ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan,
Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten menyampaikan kepada Bakal Calon
mengenai tata cara pelaksanaan ujian tertulis, pengoreksian dan penilaian hasil
ujian.

(3) Tempat dan waktu pelaksanaan ujian tertulis ditentukan oleh Panitia Pemilihan
Tingkat Kabupaten.

(4) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten menyusun materi ujian tertulis sesuai
dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati ini.

(5) Materi ujian tertulis sekurang-kurangnya memuat materi antara lain :

a. Pancasila;

b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c. Pemerintahan Daerah; dan

d. Pemerintahan Desa.

(6) Dalam menyusun materi ujian tertulis, pengoreksian dan penilaian hasil,
Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.

(7) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dalam melaksanakan koreksi hasil ujian
tertulis dilaksanakan secara terbuka untuk umum.

(8) Hasil ujian dilakukan perankingan dengan pengelompokan per desa dan
diumumkan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan ujian.

(9) Hasil pelaksanaan ujian tertulis dituangkan dalam Berita Acara Ujian Tertulis
oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dan selanjutnya disampaikan kepada
Panitia Pemilihan sebagai dasar penetapan Calon Kepala Desa.

Pasal 49

Bakal Calon yang berhak ditetapkan sebagai Calon yaitu yang mendapatkan
ranking/nilai tertinggi 1 (satu) sampai dengan 5 (lima).

Pasal 50

(1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 44
dan/atau Pasal 49, Bakal Calon ditetapkan sebagai Calon dalam suatu
Keputusan Panitia Pemilihan.

(2) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui
undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.

(3) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihadiri oleh
para calon, wakil tim sukses dari tiap calon, BPD dan lembaga kemasyarakatan
di Desa.

(4) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon
dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.

(5) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/atau papan
pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7
(tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.

(6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.

(7) Nomor urut dan nama Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4)
dijadikan dasar pembuatan kertas suara.

(8) Berkas nomor urut dan nama calon Kepala Desa untuk pembuatan kertas
suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7), disampaikan oleh Panitia
Pemilihan Tingkat Desa kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten melalui
Tim Fasilitasi Pemilihan Tingkat Kecamatan.

Pasal 51

(1) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
50 dilarang mengundurkan diri sebagai Calon Kepala Desa.



(2) Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), maka kepada calon dimaksud dikenakan denda
sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan surat
pernyataan yang dibuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke kas Desa sebagai
pendapatan Desa dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan pengelolaan keuangan Desa.

(4) Pengecualian pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila
pengunduran diri disebabkan karena Calon Kepala Desa meninggal dunia,
berhalangan tetap atau ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan tindak
pidana.

Pasal 52

(1) Apabila terdapat Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2), maka :

a. dalam hal pengunduran diri sebelum dilakukannya pencetakan Kkertas
suara, maka Panitia Pemilihan segera memberitahukan kepada Panitia
Pemilihan Tingkat Daerah mengenai calon yang mengundurkan diri
dimaksud dan kertas suara yang dicetak agar disesuaikan dengan jumlah
calon Kepala Desa yang ada.

b. dalam hal pengunduran diri setelah dilakukannya pencetakan kertas suara,
maka pada saat pelaksanaan pemungutan suara Panitia Pemilihan
memberikan tanda silang pada foto/gambar calon yang mengundurkan diri
dimaksud.

(2) Panitia Pemilihan membuat berita acara apabila terdapat Calon Kepala Desa
yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Panitia Pemilihan wajib mengumumkan secara tertulis Calon Kepala Desa yang
mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada papan
pengumuman, TPS serta tempat lainnya yang mudah dijangkau dan dilihat oleh
masyarakat.

Paragraf 5
Saksi
Pasal 53

(1) Calon berhak menugaskan saksi pada :
a. penetapan DPT dan Daftar Pemilih Tambahan;
b. penghitungan surat suara di meja penghitungan, penghitungan suara di

papan penghitungan dan kegiatan lain sesuai hasil kesepakatan.

(2) Saksi yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercatat dalam
daftar pemilih.

(3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya sesuai dengan
kesepakatan dalam musyawarah dengan Panitia Pemilihan.

(4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawa surat tugas/mandat dari
Calon.

(5) Surat tugas/mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada
Panitia Pemilihan pada saat melaksanakan tugas.

(6) Tidak hadirnya saksi dan/atau tidak menandatangani berita acara tidak
berpengaruh terhadap keabsahan setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa.

(7) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam
Berita Acara.

Paragraf 6
Kampanye dan Masa Tenang
Pasal 54

(1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial
budaya masyarakat Desa.



(2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melalui tim kampanye
atau tim sukses calon Kepala Desa.

(3) Calon Kepala Desa melaporkan secara tertulis tim kampanye atau tim sukses
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum
jadwal kampanye dilaksanakan.

Pasal 55

(1) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka
waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.

(2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip
Jjujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

(3) Jadwal dan tempat pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 56

(1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 memuat visi dan misi bila
terpilih sebagai Kepala Desa.

(2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin
diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.

(3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan
dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 57

(1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dapat dilaksanakan melalui :
a. pertemuan terbatas;
b. tatap muka,;
c. dialog;
d. penyebaran bahan kampanye kepada umum,;
e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang

ditentukan oleh panitia pemilihan; dan

f.  kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

(2) Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
e pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta, harus
seizin pemilik tempat.

Pasal 58

(1) Pelaksana Kampanye dilarang:

a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan

Republik Indonesia;
. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau Calon yang lain;
. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
. mengganggu ketertiban umum;
mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan
kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau
Calon yang lain;
. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
.menggunakan fasilitas Pemerintah, Pemerintah Daerah, tempat ibadah,
tempat pendidikan dan fasilitas umum/sosial lainnya;
i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari
gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
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j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta
Kampanye.
(2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
a. Kepala Desa;
b. Perangkat Desa; dan
c. Anggota BPD.

Pasal 59

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 58 dikenai sanksi:

a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun
belum terjadi gangguan; dan

b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu
wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang
berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 60

(1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
(2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 61

(1) Masa tenang diberlakukan selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal
pemungutan suara.

(2) Pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing Calon
dilarang melakukan kegiatan kampanye.

(3) Pada saat diberlakukan masa tenang, alat peraga kampanye harus sudah
dibersihkan oleh masing-masing Calon.

(4) Apabila pada masa tenang masih ada alat peraga kampanye, maka Panitia
Pengawas mempunyai kewajiban membersihkan alat peraga kampanye.

Pasal 62

Selama Masa Tenang kegiatan yang dilakukan Panitia Pemilihan antara lain :

a. meyakinkan bahwa peralatan dan perlengkapan pemilihan Kepala Desa telah
siap;

b. melakukan pengamanan semua peralatan dan perlengkapan pemilihan Kepala

Desa baik di sekretariat maupun di TPS;

menjaga situasi tetap kondusif; dan

kegiatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

o

Bagian Ketiga
Pemungutan dan Penghitungan Suara
Paragraf 1
Tempat Pemungutan Suara
Pasal 63

(1) Dalam 1 (satu) desa hanya terdiri dari 1 TPS.

(2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya oleh Panitia
Pemilihan di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat,
serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
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Paragraf 2
Persiapan Pemungutan Suara
Pasal 64

Pengadaan dan pendistribusian surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan
pemilihan dilaksanakan secara cepat, tepat dan akurat dengan mengutamakan
aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi dan
akuntabel.

Pengadaan surat suara dilakukan di daerah pemilihan dengan mengutamakan
kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak
yang berkualitas.

Apabila di daerah pemilihan tidak terdapat perusahaan percetakan yang
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) dapat
menunjuk perusahaan percetakan yang terdekat dengan daerah pemilihan.
Pengadaan surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan yang
dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dengan berpedoman
pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Selama proses pencetakan surat suara berlangsung perusahaan yang
bersangkutan hanya dibenarkan mencetak surat suara sejumlah yang
ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dan harus menjaga
kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.

Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dapat meminta bantuan aparat keamanan
untuk mengadakan pengamanan terhadap surat suara selama proses
pencetakan berlangsung, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan.
Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang
sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dibuatkan berita acara yang
ditandatangani oleh pihak pencetakan dan Panitia Pemilihan Tingkat
Kabupaten.

Pasal 66

Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten menetapkan jumlah surat suara yang
akan didistribusikan dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan di Desa
melalui Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.

Surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan harus sudah diterima
oleh Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.

Pasal 67

Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia

Pemilihan menyampaikan undangan kepada pemilih.

Sebelum surat undangan disampaikan kepada pemilih, Panitia Pemilihan

melaksanakan :

a. pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat undangan, selanjutnya
dibuatkan Berita Acara;

b. surat undangan ditandatangani oleh Ketua dan dibubuhi stempel Panitia
Pemilihan.

Penyampaian surat undangan kepada pemilih dilakukan dengan cara :

a. dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan;

b. setiap surat undangan yang disampaikan kepada pemilih harus disertai
dengan tanda terima.

Bagi pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat

undangan, maka dapat menemui Panitia Pemilihan untuk meminta surat

undangan.



Pasal 68

(1) Sebelum dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan
menyiapkan kelengkapan peralatan untuk keperluan pemungutan dan
penghitungan suara, terdiri dari :

)

(3)

(4)

(S)

BErFTpEMmoan oo

kotak suara;

bilik suara;

DPT;

surat suara sebanyak DPT ditambah 2 % (dua per seratus) dari DPT;
alat pencoblos surat suara berupa paku dan bantalan;

panggung untuk para Calon;

meja dan kursi untuk panitia pemilihan, tamu undangan dan pemilih;
sound system;

tenda;

papan penghitungan suara;

format perhitungan hasil perolehan suara (sah dan tidak sah);
spidol besar dan kecil, stempel, karet gelang, kantong plastik/dus;

. bantalan berkawat untuk surat undangan;

tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah
menggunakan hak pilihnya;

o. jam dinding; dan

p. alat dokumentasi.

Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan
sebagai berikut :

a. kotak suara berbentuk kotak persegi panjang dari bahan yang tidak

b.

C.

transparan, dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 40 cm, tinggi 60 cm, dan
memakai kunci gembok;

dalam keadaan terbuka maupun tertutup tidak boleh ada sekrup/paku
yang tampak dari luar maupun dari dalam;

selama pelaksanaan pemungutan suara, kotak suara dalam keadaan
terkunci dan kuncinya dipegang oleh Ketua Panitia Pemilihan.

Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan

sebagai berikut :

a. bilik suara dibuat dengan ukuran yang disesuaikan dengan kondisi tempat
pemungutan suara;

b. banyaknya bilik suara disesuaikan menurut perbandingan dengan jumlah
hak pilih.

c. di dalam bilik suara dilengkapi dengan paku dengan ukuran 12 cm, dan
bantalan;

d. memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan.

Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan ketentuan

sebagai berikut :

a. surat suara berwarna putih dengan tulisan hitam;

b.
C.

memuat nama desa, Kecamatan dan Kabupaten;

foto terbaru Calon Kepala Desa dengan mengenakan pakaian bebas, rapi
dan sopan berwarna, bagian belakang foto/background merah dengan
ukuran disesuaikan jumlah Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;

nomor urut sesuai dengan keputusan Panitia Pemilihan pada saat
penetapan calon Kepala Desa berada diatas foto calon, berurutan mulai
nomor terkecil dari kiri ke kanan;

pada bagian bawah disediakan tempat untuk tanda tangan Ketua Panitia
Pemilihan atau anggota Panitia Pemilihan yang mendapatkan mandat dari
ketua apabila ketua berhalangan;

ukuran kertas kartu suara ditentukan berdasarkan jumlah Calon Kepala
Desa yang akan dipilih yang teknisnya ditetapkan oleh Panitia Pemilihan
Tingkat Kabupaten.

Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang rusak.



(6) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di
Kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Paragraf 3
Pelaksanaan Pemungutan Suara
Pasal 69

(1) Hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.

(2) Pemungutan Suara diselenggarakan pada hari kerja atau hari libur dan dimulai
pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.00.

(3) Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada jam
yang disediakan oleh Panitia Pemilihan di TPS.

Pasal 70 ( /

Pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan sebagai berikut:

pembukaan;

penjelasan dan pengarahan oleh Panitia Pemilihan;

pengumuman apabila terdapat Calon yang mengundurkan diri;

Panitia Pemilihan memanggil saksi dari masing-masing Calon untuk
melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam surat tugas dari Calon;
membuka kotak suara dan mengeluarkan semua isi kotak suara;

setelah menunjukkan kotak suara dalam keadaan kosong, maka kotak suara
ditutup dan dikunci oleh Panitia Pemilihan;

calon menempati tempat yang telah disediakan;

pemungutan suara;

penandatanganan berita acara pemungutan suara;

penghitungan suara;

penandatanganan berita acara penghitungan suara; dan

pengumuman hasil pemungutan suara.

aoow
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Pasal 71

(1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan

kegiatan:

a. pembukaan kotak suara;

b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;

c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan

d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

(2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh
saksi dari calon, BPD, Panitia Pengawas, dan warga masyarakat.

(3) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan
berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, dan sekurang-
kurangnya 2 (dua) Anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh
saksi dari calon.

Pasal 72

(1) Panitia Pemilihan dapat mengundang pihak terkait dalam pelaksanaan
pemungutan suara.

(2) Panitia Pemilihan menyediakan tempat bagi undangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Pasal 73
(1) BPD, Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas, Calon, dan saksi masing-masing

Calon hadir ditempat pemungutan suara paling lambat 30 (tiga puluh) menit
sebelum pelaksanaan pemungutan suara.



(2) Pada saat dilaksanakan pemungutan suara, Calon wajib hadir di TPS dan
menempati tempat duduk yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.

(3) Apabila Calon tidak dapat hadir di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dengan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,
kehadirannya digantikan dengan photo yang bersangkutan berukuran 20 (dua
puluh) R.

(4) Penempatan duduk calon dan foto calon harus sesuai dengan urutan yang ada
dalam surat suara.

(5) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Ketua Panitia Pemilihan membuka
secara resmi pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 74

(1) Pemilih menyerahkan surat undangan sesuai dengan yang tertera dalam surat
undangan untuk dicocokkan dengan DPT dan masuk ke bilik TPS.

(2) Apabila undangan sudah sesuai, maka Panitia Pemilihan memberikan 1 (satu)
lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan
dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.

(3) Apabila surat suara yang diterima pemilih dalam keadaan cacat atau rusak,
maka pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan
kembali surat suara yang cacat atau rusak.

(4) Surat suara yang cacat atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dibuatkan Berita Acara.

(5) Setelah pemilih menerima surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
pemilih menuju bilik suara untuk menentukan hak pilihnya dengan cara
mencoblos salah satu foto Calon yang ada dalam surat suara sesuai pilihannya
dengan menggunakan paku yang telah disediakan.

(6) Setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan
kepada orang lain dengan alasan apapun.

(7) Setelah pemilih melaksanakan pencoblosan, surat suara dilipat kembali sesuai
dengan lipatan semula, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara yang
telah disediakan, selanjutnya pemilih menuju pintu keluar dan mencelupkan
salah satu jari tangan pada tinta yang disediakan.

Pasal 75

(1) Bagi Pemilih yang mempunyai halangan fisik dan kesulitan menggunakan hak
pilihnya, dibantu oleh Panitia Pemilihan dan/atau dapat didampingi anggota
keluarganya.

(2) Panitia Pemilihan dan/atau anggota keluarga yang membantu pemilih
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang
bersangkutan.

Pasal 76

(1) Sebelum Pemungutan Suara berakhir, Panitia Pemilihan mengumumkan :

a. pemungutan suara akan segera ditutup;

b. kepada BPD, Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas, Calon, Saksi serta
Pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya untuk segera menggunakan
hak pilihnya;

c. apabila pemungutan suara telah ditutup, maka Pemilih yang belum hadir
tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

(2) Apabila Pemungutan Suara telah mencapai batas waktu yang telah ditentukan,
maka Pemungutan Suara ditutup dan dilanjutkan Penghitungan Suara.

(3) Setelah Pemungutan Suara ditutup, Panitia Pemilihan dan Calon serta Saksi
menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara.
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Pasal 77

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila :

a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan; dan

b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak yang memuat satu calon;
atau

c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak yang memuat nomor, foto dan
nama calon yang telah ditentukan; atau

d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak yang
memuat nomor, foto, dan nama calon; atau

e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak yang memuat nomor,
foto, dan nama calon; dan/atau

f. tanda coblos hanya menggunakan alat yang ditetapkan oleh panitia
Pilkades.

Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :

tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;

tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan pada surat suara;

ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;

memberikan suara lebih dari 1 (satu) orang Calon Kepala Desa yang berhak

dipilih;

mencoblos surat suara tidak dengan alat pencoblos paku yang telah

disediakan;

f. surat suara dicoblos di luar kotak pembatas tanda foto calon; dan/atau

g mencoblos tanda nomor, foto atau nama calon yang telah disilang karena
mengundurkan diri (apabila terdapat calon yang mengundurkan diri).

Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, dijelaskan kepada

pemilih pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

poop

@

Paragraf 4
Pelaksanaan Penghitungan Suara
Pasal 78

Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah

pemungutan suara berakhir.

Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Panitia Pemilihan menghitung:

a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk
TPS;

b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan

c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau
keliru coblos.

Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan

diselesaikan di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan

oleh saksi calon, BPD, Panitia Pengawas, dan warga masyarakat.

Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan

menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan.

Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang

ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota

Panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.

Panitia Pemilihan memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang

hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil

penghitungan suara di tempat umum.

Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6),

dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam

kotak suara yang pada bagian uar ditempel label.
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Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan
alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada
BPD setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 79

Pada saat proses pemungutan suara dan/atau perhitungan suara berlangsung,
hanya saksi yang dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya
penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan apabila terdapat hal-hal yang tidak
sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diterima, Panitia Pemilihan seketika itu juga mengadakan
pembetulan.

Pasal 80

Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai
Kepala Desa Terpilih melalui rapat pleno Panitia Pemilihan.

Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama
lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih
ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah wilayah dusun di mana
calon bertempat tinggal.

Pasal 81

Setelah  Panitia Pemilihan melaksanakan penghitungan suara dan
mengumumkan Calon Terpilih, maka dokumen yang berkaitan dengan
pemilihan kepala desa diserahkan kepada BPD dengan suatu Berita Acara.
Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di
kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Keempat
Penetapan, Pengesahan dan Pelantikan
Paragraf 1
Penetapan Calon Terpilih
Pasal 82

Panitia Pemilihan menetapkan Calon Terpilih dan melaporkan kepada BPD

dilampiri Berita Acara Pemungutan Suara Berita Acara Hasil Penghitungan

Suara paling lambat 7 (tujuh) hari setel;h/grfmngutan suara.

Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditérimanya laporan dari Panitia Pemilihan,

BPD menyampaikan laporan Calon Terpilih dan mengusulkan pengesahan

kepada Bupati melalui Camat dan BPMPD dengan melampirkan :

a. asli dan foto copy Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon
Terpilih;

b. asli dan foto copy berita acara pemungutan suara;

c. asli dan foto copy berita acara hasil penghitungan surat suara;

d. asli dan foto copy berkas calon terpilih.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia

Pemilihan tidak melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa, maka BPD

menetapkan Calon Terpilih setelah berkoordinasi dengan Camat dan pihak-

pihak terkait berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara.

Setelah 7 (tujuh) hari dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan (3) Panitia Pemilihan dan atau BPD juga tidak menetapkan hasil pemilihan

kepala desa, maka Camat melaporkan hasil penghitungan suara berdasarkan

kondisi di lapangan kepada Bupati melalui BPMPD.



Paragraf 2
Pengesahan dan Pelantikan
Pasal 83

(1) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan
Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan
dari BPD.

(2) Apabila Panitia Pemilihan tidak menetapkan dan tidak melaporkan hasil
pemilihan kepala desa serta BPD tidak melaporkan dan mengusulkan
pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati menetapkan
Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara
yang disampaikan oleh Camat.

Pasal 84

(1) Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, dilantik
oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.

(2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Wakil Bupati
atau Camat.

(3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa bersumpah /berjanji.

(4) Sumpah /janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi
kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya,
dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan
mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan
menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945  serta  melaksanakan  segala  peraturan
perundangundangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah,
dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

(5) Pelaksanaan pelantikan dan sumpah janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dilaksanakan ditempat yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 85

Pada saat pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 84, Kepala Desa yang akan dilantik menggunakan Pakaian
Dinas Upacara (PDU) berwarna putih lengkap dengan atribut atau sesuai dengan
ketentuan lain yang diatur oleh Bupati.

Bagian Kelima
Pembubaran Panitia
Pasal 86

(1) Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas dibubarkan oleh BPD 1 (satu) bulan
setelah pemungutan suara.

(2) Pembubaran Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilaporkan secara tertulis Kepada
Bupati melalui Camat dan BPMPD.

Bagian Keenam
Biaya Pemilihan Kepala Desa
Pasal 87

(1) Biaya pemilihan Kepala Desa terdiri dari
a. biaya pemilihan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belania
Daerah Kabupaten Rejang Lebong;



b. biaya pemilihan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

(2) Biaya pemilihan yang dibebankan pada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :

a. kertas/surat suara;

b. bantuan ATK Desa;

c. honor Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas Pemilihan dan petugas
keamanan /linmas Desa;

d. makan minum Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas Pemilihan dan petugas
keamanan /linmas Desa.

(3) Biaya pemilihan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari biaya untuk
kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara berupa kelengkapan
peralatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 ayat (1) kecuali untuk surat
suara.

Pasal 88

Biaya pemilihan yang hanya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1),
wajib disampaikan oleh Bupati melalui BPMPD kepada Camat, Kepala Desa, BPD
dan Panitia Pemilihan, sebagai bahan penyusunan anggaran kebutuhan
pelaksanaan pemungutan suara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IV
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 89

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan
Kepala Desa Antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam)
bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai
berikut:

a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:

1. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh BPD paling
lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa
diberhentikan;

2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan
kepada penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga
puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;

3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Kepala Desa paling
lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh
panitia pemilihan,;

4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia
pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;

S. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia
pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan

6. penetapan calon Kepala Desa Antarwaktu oleh panitia pemilihan paling
sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang
dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon
yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.

b. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:

1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis
pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;

2. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilin oleh musyawarah Desa
melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;



pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui
mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang
telah disepakati oleh musyawarah Desa;

pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada
musyawarah Desa;

pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;

pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada
BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa
mengesahkan calon kepala Desa terpilih;

pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh Ketua
BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan
dari panitia pemilihan;

penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon
Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya
laporan dari BPD; dan

pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih
dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 90

Ketentuan yang mengatur tentang pembentukan dan pembubaran Panitia
Pemilihan Antarwaktu, persyaratan administratif bakal Calon, pengesahan dan
pelantikan serta hal lainnya, berpedoman pada Pemilihan Kepala Desa Serentak
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V
DOKUMEN ADMINISTRASI

Pasal 91

(1) Dokumen administrasi dalam proses pemilihan Kepala Desa meliputi :

a.

b.
c

L
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Contoh Cap/Stempel Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas Pemilihan
Kepala Desa;

Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala
Desa;

Keputusan BPD tentang Perubahan Atas Keputusan BPD tentang
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;

Keputusan BPD tentang Perubahan Atas Keputusan BPD tentang
Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa;

Berita acara Pembentukan Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas
Pemilihan Kepala Desa;

Berita acara pengambilan sumpah dan pelantikan Panitia Pemilihan dan
Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa;

Blangko Pendaftaran Pemilih;

Daftar Pemilih Sementara;

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara;

Daftar Pemilih Tambahan;

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan;

Daftar Pemilih Tetap;

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap; .
Pengumuman pemilihan dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
Formulir pendaftaran bakal calon Kepala Desa;

surat pernyataan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa:
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r. surat pernyataan setia kepada Pancasila, melaksanakan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka

Tunggal Ika;

Surat pernyataan tentang kesediaan menjadi calon Kepala Desa;

Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri dari calon Kepala Desa;

Surat pernyataan pernah dijatuhi hukuman pidana penjara;

Daftar riwayat hidup calon;

Surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3

(tiga) kali masa jabatan;

surat pernyataan untuk menciptakan pemilihan Kepala Desa yang aman,

damai dan tertib;

y. Blangko tanda terima berkas bakal calon Kepala Desa;

z. Berita acara hasil pendaftaran bakal calon Kepala Desa;

aa. Berita acara penelitian persyaratan bakal calon Kepala Desa;

bb. Pengumuman hasil penelitian persyaratan bakal calon Kepala Desa;

cc. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa
yang Tidak Memenuhi Syarat;

dd. Berita acara perpanjangan waktu pendaftaran bakal calon Kepala Desa;

ee. Pengumuman perpanjangan waktu pendaftaran bakal calon Kepala Desa;

ff. Berita acara penetapan calon Kepala Desa;

gg. Berita acara pengundian nomor urut calon Kepala Desa;

hh. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa;

ii. Pengumuman penetapan Calon Kepala Desa;

ji- Berita acara penetapan jumlah saksi calon Kepala Desa;

kk. Surat Mandat;

1l. Berita acara pengunduran diri calon Kepala Desa;

mm. Pengumuman pelaksanaan kampanye;

nn. Pengumuman masa tenang;

0o. Berita acara penetapan lokasi TPS;

pp. Surat undangan;

qq. Berita acara persiapan pemungutan suara;

rr. Berita acara pemungutan suara;

ss. Berita acara hasil penghitungan suara;

tt. Tabel penghitungan suara di TPS;

uu. Berita acara hasil rapat pleno penetapan calon Kepala Desa terpilih;

vv. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa

dsgcpw
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Terpilih;

ww. Berita acara penyerahan dokumen dan perlengkapan pemilihan Kepala
Desa;

xx. Berita Acara pembubaran Panitia Pemilihan/Panitia Pengawas Pemilihan
Kepala Desa.

Dokumen administrasi dalam proses Pemilihan Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Bupati ini.

BAB VI
MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 92

Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal
pelantikan.

Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama
3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-
turut.

Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.

~a
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(4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya
atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa
jabatan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 93

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

a. masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai dengan
berakhir masa jabatannya;

b. periodisasi masa jabatan Kepala Desa mengikuti ketentuan Peraturan Bupati
ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 95
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang
Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 7 MP\'L 2016

BONG,

Diundangkan di Curup
Pada tanggal ] AgriL 2016

PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,

ZUL N

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2016 NOMOR ‘6%



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 40 TAHUN 2016
TANGGAL F Afe\L 2016

DOKUMEN ADMINISTRASI PEMILIHAN KEPALA DESA

A. CONTOH CAP/STEMPEL PANITIA PEMILIHAN DAN PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN KEPALA DESA




B. KEPUTUSAN BPD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA

KOP BPD

\

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA...........
NOMOR ........ TAHUN .........

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ............
KECAMATAN: .= e o KABUPATEN REJANG LEBONG

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa.......... , serta untuk melaksanakan
ketentuan Pasal ...... Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor

....... Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa, maka dipandang perlu membentuk Panitia
Pemilihan Kepala Desa ............ :

b. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana
dimaksud huruf a di atas, ditetapkan dengan Keputusan
Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
S5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234),

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495),;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 58);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Tentang
Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Propinsi
Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2854);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014

tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang
Lebong Tahun 2014 Nomor 94);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8
Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015 Nomor 117);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9
Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015
Nomor 118);

12. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor ....... Tahun 2016
tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Berita Acara Rapat BPD Nomor .............. tanggal ... 0.
tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ............

MEMUTUSKAN :

Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa............... , dengan
susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
ini.

Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
Keputusan ini, mempunyai tugas dan kewajiban sebagai
berikut :

a. Tugas:

1. merencanakan, mengkoordinasikan,
menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan
semua tahapan pelaksanaan pemilihan;

2. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan

kepada Bupati melalui Camat dan BPMPD;

melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
mengajukan permohonan seleksi bagi bakal calon
Kepala Desa yang lebih dari 5 (lima) orang kepada Tim
Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Tingkat Daerah;
menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan
tempat pemungutan suara;

10. melaksanakan pemungutan suara;

Qi 0

10/00;=3/ 0N

3



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

11. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan
mengumumkan hasil pemilihan;

12. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;

13. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pemilihan; dan

14. melaksanakan tugas lainnya dalam rangka kelancaran
pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

b. Kewajiban :

1. memperlakukan semua calon Kepala Desa secara adil;

2. bertindak jujur, transparan dan dengan penuh rasa
tanggung jawab;

3. melaporkan setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa kepada BPD, Pemerintah Desa, Panitia
Pengawas serta menyampaikan informasi kepada
masyarakat; dan

4. melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu.

Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam
melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud
pada Diktum KEDUA Keputusan ini, bertanggungjawab dan
melaporkan hasil kegiatannya kepada Badan
Permusyawaratan Desa.

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh
Ketua Panitia.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai
dengan tanggal .................. <

Keputusan ini masing-masing disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkanidi ...........c...
Padaitangeal ... ... 20....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,

cap dan tandatangan

(Nama Lengkap)

Tembusan, disampaikan kepada Yth ;
1. Bupati Rejang Lebong;
2. Kepala BPMPD Kabupaten Rejang Lebong;

3.: Camat.. .o 3

4. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa ...........



Lampiran : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.........
Nomor Tahun 20........
Tanggal Tahun 20.....

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ..................
KECAMATAN...........c......... KABUPATEN REJANG LEBONG

NO

NAMA JABATAN

NOUhWN =

KETUA MERANGKAP ANGGOTA
SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,

cap dan tandatangan
(Nama Lengkap)




C. KEPUTUSAN BPD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KEPALA DESA

KOP BPD
Lsameeeeeeeeeeeeeenn—— —o ]

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA...........
NOMOR ........ TAHUN ..........

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA ............
KECAMATAN: . ivoioiainea KABUPATEN REJANG LEBONG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ........... 5

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung dan pengawasan pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa.......... , serta untuk melaksanakan
ketentuan Pasal ...... Peraturan Bupati Rejang Lebong
Noemor, ....... Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa, maka dipandang perlu membentuk
Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa ............ 5

b. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana
dimaksud huruf a di atas, ditetapkan dengan Keputusan
Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 58);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Tentang
Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Propinsi

Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun s



Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2854);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang
Lebong Tahun 2014 Nomor 94);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8
Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015 Nomor 117);

11.Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9
Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015
Nomor 118);

12. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor ....... Tahun 2016
tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Berita Acara Rapat BPD Nomor .......... tanggal ............ tentang
Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa ...........

MEMUTUSKAN :

Membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa...............
dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lamplran
Keputusan ini.

Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan
Kepala Desa.

b. menerima laporan pelanggaran peraturan pelaksanaan
pemilihan Kepala Desa; dan

c. menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam
penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.

Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam
melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum
KEDUA Keputusan ini, bertanggungjawab dan melaporkan
hasil kegiatannya kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh
Ketua Panitia.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai
dengan tanggal .................. ; BA ===



KEENAM Keputusan ini masing-masing disampaikan kepada yang

bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pitetapkanidiv.........ccooii
Pada tanggal .................. 20....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,

cap dan tandatangan

(Nama Lengkap)

Tembusan, disampaikan kepada Yth ;
1. Bupati Rejang Lebong;

2. Kepala BPMPD Kabupaten Rejang Lebong;
3. Camat. ... 5
4.

>

Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa



SUSUNAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA

Lampiran : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.........

Nomor
Tanggal

KECAMATAN. ... ... .00 KABUPATEN REJANG LEBONG
NO NAMA JABATAN
1 KETUA MERANGKAP ANGGOTA
2 SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA
3 ANGGOTA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,

cap dan tandatangan

(Nama Lengkap)




D. KEPUTUSAN BPD TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BPD TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KOP BPD
Lo — ————  ____________________________]

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA...........
NOMOR ........ TAHUN . ........

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .............
NOMOR ........ TAHUN ... TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA-... . KECAMATAN = = KABUPATEN REJANG LEBONG

Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya pergantian anggota Panitia
Pemilihan Kepala Desa.......... , serta untuk melaksanakan
ketentuan Pasal ...... Peraturan Bupati Rejang Lebong
Nomor ....... Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa, maka Keputusan BPD .........
Nomor ......... Tahun ....... tentang ............. , perlu diganti
untuk disesuaikan;

b. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana
dimaksud huruf a di atas, ditetapkan dengan Keputusan
Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 58);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Tentang
Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9



Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Propinsi
Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2854);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang
Lebong Tahun 2014 Nomor 94);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8
Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015 Nomor 117);

11.Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9
Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015

Nomor 118);
12. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor ....... Tahun 2016
tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
Berita Acara Rapat BPD Nomor ........ tanggal ............ tentang
Pergantian Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa ............
MEMUTUSKAN :
Panitia Pemilihan Kepala Desa............... , dengan susunan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
Keputusan ini, mempunyai tugas dan kewajiban sebagai
berikut :

a. Tugas:

1. merencanakan, mengkoordinasikan,
menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan
semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan
kepada Bupati melalui Camat dan BPMPD;
melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
mengajukan permohonan seleksi bagi bakal calon
Kepala Desa yang lebih dari 5 (lima) orang kepada Tim
Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Tingkat Daerah;
menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan
tempat pemungutan suara;

N
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KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

10. melaksanakan pemungutan suara;

11. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan
mengumumkan hasil pemilihan;

12. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;

13. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pemilihan; dan

14. melaksanakan tugas lainnya dalam rangka kelancaran
pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

b. Kewajiban :

1. memperlakukan semua calon Kepala Desa secara adil;

2. bertindak jujur, transparan dan dengan penuh rasa
tanggung jawab;

3. melaporkan setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa kepada BPD, Pemerintah Desa, Panitia
Pengawas serta menyampaikan informasi kepada
masyarakat; dan

4. melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu.

Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam
melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum
KEDUA Keputusan ini, bertanggungjawab dan melaporkan
hasil kegiatannya kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan BPD
......... Nomor ......... Tahun ........ tentang ............., dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku;

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh
Ketua Panitia.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai
dengan tanggal .................. :

Keputusan ini masing-masing disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkandi.........cc....s-
Pada tangeal’ ... ... 20,

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,

cap dan tandatangan
(Nama Lengkap)

Tembusan, disampaikan kepada Yth ;

Camat .......... 5

PO

Bupati Rejang Lebong;
Kepala BPMPD Kabupaten Rejang Lebong;

Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa ...........



Nomor Tahun:20........
Tanggal Tahun 20.....

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ..................
KECAMATAN. .....c........ .. KABUPATEN REJANG LEBONG

=2
@)

NAMA JABATAN

NOuUTh,WN =

KETUA MERANGKAP ANGGOTA
SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,

cap dan tandatangan

(Nama Lengkap)




E. KEPUTUSAN BPD TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BPD TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA

KOP BPD
L]

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA...........
NOMOR ........ TARRING ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ............
NOMOR ... TAHUNC, ... TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN KEPALA DESA ............ IRHEAMATAN: ... e
KABUPATEN REJANG LEBONG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .......... ;

Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya pergantian anggota Panitia
Pengawas Pemilihan Kepala Desa.......... , serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal ...... Peraturan Bupati
Rejang Lebong Nomor ....... Tahun 2016 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, maka Keputusan BPD
......... Nomor ......... Tabhun ........ tentang ............., perlau
diganti untuk disesuaikan;

b. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana
dimaksud huruf a di atas, ditetapkan dengan Keputusan
Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 58);




Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Tentang
Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Propinsi
Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2854);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang
Lebong Tahun 2014 Nomor 94);

10.Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8
Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015 Nomor 117);

11.Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9
Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015
Nomor 118);

12. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor ....... Tahun 2016
tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Berita Acara Rapat BPD Nomor .......... tanggal ... . tentang
Pergantian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa

MEMUTUSKAN :

Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa............... , dengan
susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
ini.

Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan
Kepala Desa;

b. menerima laporan pelanggaran peraturan pelaksanaan
pemilihan Kepala Desa; dan

c. menyelesaikan  permasalahan yang timbul dalam
penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.

Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam
melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum
KEDUA Keputusan ini, bertanggungjawab dan melaporkan
hasil kegiatannya kepada Badan Permusyawaratan Desa.




KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan BPD

......... Nomor ......... Tahun ........ tentang ............., dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku;
KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang

mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh
Ketua Panitia.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai
dengan tanggal .................. S

KETUJUH : Keputusan ini masing-masing disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkanidi ..........coo0.0es
Pada tanggal .................. 20....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,

cap dan tandatangan

(Nama Lengkap)

Tembusan, disampaikan kepada Yth ;

1. Bupati Rejang Lebong;

2. Kepala BPMPD Kabupaten Rejang Lebong;
3.; Camat ... -

4. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa ...........



Lampiran : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.........

Nomor
Tanggal

SUSUNAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA ..................

KECAMATAN:. ........co.ovnao KABUPATEN REJANG LEBONG
NO NAMA JABATAN
1 KETUA MERANGKAP ANGGOTA
2 SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA
3 ANGGOTA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,

cap dan tandatangan

(Nama Lengkap)




F. BERITA ACARA PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DAN PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN KEPALA DESA

KOP BPD

\

BERITA ACARA PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA .........
Nomor :

Padaharicini, o0 - sotanealis o e i bulant crwoe tahun
................... bertempat @i ........... Dess ... .. Kecamatan ................
Kabupaten Rejang Lebong, telah dilaksanakan Rapat Pembentukan Panitia
Pemilihan dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa. Rapat dipimpin oleh Ketua
BPD dan dihadiri oleh para Anggota BPD, Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa,
Perangkat Desa, Unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Unsur Tokoh
Masyarakat (sebagaimana daftar hadir terlampir).

Rapat membahas tentang pembentukan Panitia Pemilihan dan Panitia
Pengawas Pemilihan Kepala Desa dan dihasilkan beberapa kesepakatan antara
lain:

1. Menetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari :

ausSdrEENr dengan jabatan ................
beSde o e dengan jabatan ................
codst ) dengan jabatan ................
2. Menetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari :
aoSdr e e dengan jabatan ................
bESAEES v e dengan jabatan ................
CuDdE = dengan jabatan ................
S e dst ( menyesuaikan dengan hasil musyawarah ).

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat
Badan Permusyawaratan Desa ................
Ketua,

cap dan tandatangan

(Nama Lengkap)



G. BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN PANITIA
PEMILIHAN DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA

KOP BPD

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN PANITIA PEMILIHAN
DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA .........
Nomor :

Pada hari - ini,.......v.ie hanggale - mas balaticr e tahun
................... bertempat di:....ooa oo BESai o e ot 0 T KeCAMAtAT
Kabupaten Rejang Lebong, telah dilaksanakan pengambilan sumpah dan
pelantikan Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa.
Pelaksanaan pengambilan sumpah dan pelantikan dipimpin oleh Ketua BPD dan
dihadiri oleh para Anggota BPD, Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Perangkat
Desa, Unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Unsur Tokoh Masyarakat
(sebagaimana daftar hadir terlampir), dengan hasil sebagai berikut :

1. Pengambilan sumpah dan pelantikan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang

terdiri dari :

asSdER s dengan jabatan ................
BSdes s dengan jabatan ................
(eh e e e B R denganjabatan ..........c..i..

2. Pengambilan sumpah dan pelantikan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa
yang terdiri dari :

amsdre dengan jabatan ................
PRSdE R dengan jabatan ................
CrdSEe T s e dengan jabatan ................

3. Pengambilan sumpah dan pelantikan Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas
Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Ketua BPD ............ dengan
didampingi seorang rohaniawan, Nama : .......... Jabatan« ...

4. Pengambilan sumpah dan pelantikan Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas
Pemilihan Kepala Desa disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu :
1) Nama ?
Jabatan
Alamat
2) Nama
Jabatan
Alamat
D e dst ( menyesuaikan dengan hasil acara ).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badan Permusyawaratan Desa ................
Ketua,

cap dan tandatangan

(Nama Lengkap)



H. BLANGKO PENDAFTARAN PEMILIH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ....ccccccovtetesecscscsecs

KABUPATEN REJANG LEBONG
Alamat :

TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
Nomor: ......./......./PAN-PILKADES/20..

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama s G
Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan
Status Kawin : Kawin / Tidak Kawin
Tempat/Tgl Lahir i e e
Pekerjaan e A P COR R A
Alamat S s itiniainesuettba s ivia sveaih

Telah terdaftar sebagai pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ............. , dengan

catatan:

1. Kepada yang bersangkutan berhak untuk menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan
pemilihan Kepala Desa pada hari dan tanggal yang akan ditentukan kemudian dalam undangan
pemilihan Kepala Desa.

2. Tanda bukti pendaftaran ini disimpan dan ditunjukkan serta ditukar dengan undangan
pemilihan Kepala Desa, pada waktu petugas/pendaftar/panitia menyerahkan undangan.

................ s aussiednteia s 205
Ketua, Petugas Pendaftar, Tanda Tangan yang Didaftar,
Cap dan tandatangan
(Nama Lengkap) (Nama Lengkap) (Nama Lengkap)

Gunting disini

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....ccccccetetecncecncennes

KABUPATEN REJANG LEBONG
Alamat :

TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
Nomor : ......./......./[PAN-PILKADES / 20..

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Jenis Kelamin
Status Kawin
Tempat/Tgl Lahir
Pekerjaan
Alamat

Telah terdaftar sebagai pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ............. , dengan

catatan:

1. Kepada yang bersangkutan berhak untuk menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan
pemilihan Kepala Desa pada hari dan tanggal yang akan ditentukan kemudian dalam undangan
pemilihan Kepala Desa.

2. Tanda bukti pendaftaran ini disimpan dan ditunjukkan serta ditukar dengan undangan
pemilihan Kepala Desa, pada waktu petugas/pendaftar/panitia menyerahkan undangan.

................ S e s
Ketua, Petugas Pendaftar, Tanda Tangan yang Didaftar,

Cap dan tandatangan

(Nama Lengkap) (Nama Lengkap) (Nama Lengkan)



I. DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ....ccccccecececerecaceece
KABUPATEN REJANG LEBONG

Alamat :
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN KEPALA DESA.....ccccoteceecencencances G e
Propinsi : Bengkulu Kecamiatan & ...
Kabupaten : Rejang Lebong Plesar = i s
No Nama TIem]Qat Tgl Lahir | Umur | Status Kggfm Alamat Ket
1
&
3
dst
............... e e 205
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA i KECANIATAN: -~ e i

e S
>
g
[}
B

...............................

....................................




J. REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....cccccceceecennecennens
KABUPATEN REJANG LEBONG

Alamat :
m

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

PEMILIHAN KEPALA DESA....cccccc0ueeee S
Propinsi : Bengkulu Keeamatanh & ...ovoeones
Kabupaten : Rejang Lebong Blesa 0 T G
No Dusun Jumlah Pemilih Keterangan
1
2
3
dst
............... R e 2 O
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA- = e KECAMAPAN: . s
KABUPATEN REJANG LEBONG
luKetua, o e s s e e )
2 Sekretarigs- . T n s R e )
SCANPLOtA. - il et )
qrAnggota - L et e R e et )
DuANggeta il e e s R e )
6 ANgoota = S de i et e R e e e T AR )
e ( R



K. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

PMITIA PEMILIHM KEPALA DESA 9000000000000 00000000000000

DESA ®eeccssrcscccene KECAMATAN AR R A R R R R R R R Y]
KABUPATEN REJANG LEBONG

Alamat :

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

PEMILIHAN KEPALA DESA.....ccccctctncsecsocsasncsens
Propinsi : Bengkulu Kecamatan: o . oo
Kabupaten : Rejang Lebong Besa i
Tempat ; Jenis
No Nama Lahi Tgl Lahir | Umur | Status Kelami Alamat Ket
1
2
3
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PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
PESA sy KECAMATAN ... ool
KABUPATEN REJANG LEBONG
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L. REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ....ccccccetetecencecnenns
KABUPATEN REJANG LEBONG

Alamat :

L ____________________________________

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

PEMILIHAN KEPALA DESA........... essescraterinn
Propinsi : Bengkulu Kecamatan: ... oo
Kabupaten : Rejang Lebong Desa v
No Dusun Jumlah Pemilih Keterangan
1
2
3
dst
............... e 200

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
PESAC et e KECAMATAN ... oo
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M. DAFTAR PEMILIH TETAP

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ....ccccccoctesececscscnees
KABUPATEN REJANG LEBONG

Alamat :
E—
DAFTAR PEMILIH TETAP
Propinsi : Bengkulu Kecamatan & ..o
Kabupaten : Rejang Lebong DeEsay s e
Tempat : Jenis
No Nama Lahi Tgl Lahir | Umur | Status Yoloniii Alamat Ket
1
2
3
dst
Catatan : gabungan antara DPS dan Daftar Pemilih Tambahan
............... S 0

LN (b IS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

RECAMATAN: - o oot




N. REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....cccccceeeeeeeecencanens

KABUPATEN REJANG LEBONG
Alamat :

s

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP

PEMILIHAN KEPALA DESA......ccccccecvvcenecnnens
Propinsi : Bengkulu Kecamatan : .....;..........
Kabupaten : Rejang Lebong Desa e
No Dusun Jumlah Pemilih Keterangan
1
2
3
dst

Catatan : gabungan rekapitulasi DPS dan rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan

............... e e o, DO
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
PESA s i KECAMATAN ..o e i
KABUPATEN REJANG LEBONG
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O. PENGUMUMAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ....cccceeuueeueeernecnnens

KABUPATEN REJANG LEBONG
Alamat :

m

PENGUMUMAN

PEMILIHAN DAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA .......
Nomor: ......./......./PAN-PILKADES/20..

Berdasarkan Keputusan BPD Desa ............. Kecamatan ............, Kabupaten
Rejang Lebeng Nomor = /.- ... = tentang Pembentukan Panitia Pemilihan
Kepala Desa . ..c....vh.o0s , bahwa di Desa ................. akan dilaksanakan Pemilihan
Kepala Desa Periode Tahun .......... - Tahun .......... . Berkenaan dengan hal tersebut

bersama ini diumumkan kepada seluruh warga/ masyarakat Desa ...............
bahwa telah dibuka pendaftaran untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa dengan
ketentuan sebagai berikut :

1. Persyaratan :

a. warga negara Republik Indonesia;

b. bertakwa kepada tuhan yang maha esa;

c. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-
undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik
indonesia dan bhinneka tunggal ika;

d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau
sederajat;

e. Dberusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;

f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;

g terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling
kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;

h. tidak pernah terlibat perkara penyalahgunaan/peredaran gelap narkoba;

i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau
lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan
mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang
bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan
berulang-ulang;

k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

1. berbadan sehat; dan b

m. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

2. Kelengkapan administrasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1,

meliputi:

a. mengisi formulir pendaftaran bakal calon kepala desa yang ditandatangani
di atas materai Rp. 6000,- ;

b. surat pernyataan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

c. surat pernyataan setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
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foto copy Ijazah serendah-rendahnya dari sekolah menengah pertama,

madrasah tsanawiyah dan/atau pendidikan lain yang sederajat dan Ijazah

sebelumnya yang sudah dilegalisir, dengan ketentuan sebagai berikut :

1) foto copy ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan
pendidikan /sekolah yang mengeluarkan ijjazah /STTB yang

bersangkutan atau pejabat yang berwenang;

2) foto copy surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan
ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah
yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan atau Kepala Dinas;
Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;

3) foto Copy surat keterangan berpendidikan sederajat SMP yang
dibuktikan dengan fotokopi Ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh Kepala
Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota di wilayah sekolah tersebut berada;

4) apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan foto copy
ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan
sama dengan ijazah/STTB dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/
Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;

5) apabila ijazah/STTB pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat
ditemukan atau hilang/musnah, pelamar wajib menyertakan fotokopi
surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan
ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah
yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan;

6) kepala satuan pendidikan/sekolah atau Kepala Dinas Pendidikan atau
Kepala Kantor Kementerian Agama bertanggung jawab dan menjamin
bahwa penerima surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama
dengan ijazah/STTB, pernah menerima ijazah/STTB yang berasal dari
satuan pendidikan/sekolah yang bersangkutan;

Apabila pendaftar mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah

menengah pertama atau sederajat, wajib menyertakan :

1) foto copy ijazah sekolah menengah atas yang dilegalisasi sebagaimana

ketentuan pada huruf d;

2) foto copy ijazah perguruan tinggi negeri/swasta yang dilegalisasi oleh
perguruan tinggi yang bersangkutan;

3) Apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat pelamar berkuliah
telah berganti nama, legalisasi dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi
negeri atau swasta yang baru;

4) Apabila perguruan tinggi swasta tempat pelamar berkuliah tidak
beroperasi lagi, legalisasi dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi
Swasta setempat;

5) Apabila karena sesuatu dan lain hal ijazah pendaftar tidak dapat
ditemukan atau hilang/musnah, pendaftar wajib menyertakan fotokopi
surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah
yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah/perguruan
tinggi yang mengeluarkan ijazah yang bersangkutan.

foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh Pejabat yang

berwenang;

surat pernyataan tentang kesediaan menjadi calon kepala desa;

surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri dari Calon Kepala Desa;

foto copy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;

surat  keterangan/rekomendasi tidak pernah  terlibat perkara

penyalahgunaan/peredaran gelap narkoba dari Polres Rejang Lebong;

surat keterangan bertempat tinggal di desa, dari Kepala Desa yang wilayah

kerjanya meliputi tempat tinggal calon;

surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintah atau rumah sakit dan/atau

puskesmas setempat;



m. surat Kketerangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling
singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri Curup;

n. surat pernyataan pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah
berakhir menjalani masa hukuman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun
sejak mendaftar sebagai calon Kepala Desa, serta mengumumkan secara
Jjujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana
serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang (bagi calon yang
pernah menjalani hukuman pidana penjara).

o. surat keterangan tidak sedang dicabut hak memilih/dipilih berdasarkan
keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dari
Pengadilan Negeri Curup;

p. daftar riwayat hidup calon, dibuat dan ditandatangani oleh calon;

q. pas foto calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dengan bagian belakang
foto/background merah sebanyak 5 (lima) lembar;

r. surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga)
kali masa jabatan; dan

S. surat pernyataan untuk menciptakan pemilihan Kepala Desa yang aman,
damai dan tertib yang diketahui oleh Forum Koordinasi Pimpinan di
Kecamatan.

Bagi pendaftar yang berasal dari Kepala Desa/Perangkat Desa/BPD/Lembaga

Kemasyarakatan/PNS/TNI/POLRI, selain melengkapi persyaratan administrasi

sebagaimana dimaksud pada angka 2, juga melampirkan persyaratan sebagai

berikut :

a. Izin tertulis bagi Kepala Desa dari Bupati Rejang Lebong;

b. Izin tertulis bagi Perangkat Desa dari Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa;

c. Surat pernyataan mengundurkan diri sebagai Pimpinan atau Anggota BPD
bagi Pimpinan atau Anggota BPD;

d. Surat pernyataan mengundurkan diri sebagai Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan bagi Pengurus Lembaga Kemasyarakatan;

e. lIzin tertulis dari Bupati bagi PNS;

f. Izin tertulis dari Pimpinan bagi TNI/POLRI dan/atau sesuai ketentuan yang
diatur oleh institusi TNI/POLRI.

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan/atau angka 3 dibuat
dalam rangkap 5 (lima) dengan ketentuan 1 (satu) eksemplar asli dan 4 (empat)
eksemplar foto copi, dan disampaikan secara langsung oleh yang bersangkutan
atau kuasanya kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa pada saat mendaftarkan
diri sebagai Calon Kepala Desa bertempat di ..................

Jangka waktu pendaftaran Calon Kepala Desa ditetapkan selama 9 (sembilan)

hari terhitung sejak tanggal ................. sampai dengan tanggal ..................... :
dan pendaftaran dimulai pada Pukul ............ WIB sampai dengan Pukul
............... WIB.

Keterangan dan informasi lebih lanjut berkenaan dengan persyaratan, dokumen
administrasi persyaratan dan hal-hal lainnya, dapat menghubungi Panitia
Pemilihan di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa.



Demikian pengumuman ini disampaikan dan disebarluaskan kepada
warga/masyarakat Desa ............... , atas partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i untuk
mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa diucapkan terima kasih.

..................... R O
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Ketua,

Cap dan tanda tangan

(Nama Lengkap)



P. FORMULIR PENDAFTARAN

................. e n e 20
Lampiran : 5 (lima) rangkap Kepada Yth,
Hal : Permohonan Pendaftaran Sdr. Ketua Panitia Pemilihan
Calon Kepala Desa .......... Kepala Desa ............
di-

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama S eesisesrs e

Tempat/Tgl Lahlr ........................

Umilr = e e e Tahun

Jenis Kelamin Lak1 Laki / Perempuan

Agama R e

Pekerjaan b et i i

Alamat S A e

Dengan ini mengajukan permohonan pendaftaran sebagai Calon Kepala Desa
.............................. Kecamatan..............................Kabupaten Rejang Lebong
Periode Tahun .......... —Tahun =" ...

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan persyaratan
administrasi yang telah ditentukan, yaitu sebagai berikut :

1. Surat pernyataan ketagwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

2. Surat pernyataan setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

Foto copy Ijazah pendidikan tingkat dasar sampai dengan pendidikan terakhir

yang dilegalisir;

Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir;

Surat pernyataan tentang kesediaan menjadi calon kepala desa;

Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri dari Calon Kepala Desa;

Foto copy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;

Surat keterangan /rekomendasi tidak pernah terlibat perkara

penyalahgunaan/peredaran gelap narkoba dari Polres Rejang Lebong;

Surat keterangan bertempat tinggal di Desa.............. 3

Surat keterangan sehat;

Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan

tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri Curup;

12. Surat pernyataan pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah berakhir
menjalani masa hukuman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak mendaftar
sebagai calon Kepala Desa, serta mengumumkan secara jujur dan terbuka
kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai
pelaku kejahatan berulang-ulang (bagi calon yang pernah menjalani hukuman
pidana penjara);

13. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak memilih/dipilih berdasarkan
keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan
Negeri Curup;

14. Daftar riwayat hidup;

e ROl OYCL b G
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15. Pas foto calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dengan bagian belakang
foto/background merah sebanyak 5 (lima) lembar;

16. Surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga)
kali masa jabatan;

17. Surat pernyataan untuk menciptakan pemilihan Kepala Desa yang aman,
damai dan tertib yang diketahui oleh Forum Koordinasi Pimpinan di
Kecamatan;

18, i (persyaratan tambahan apabila pendaftar berasal dari Kepala
Desa/Perangkat Desa/BPD/Lembaga Kemasyarakatan/PNS/TNI/POLRI).

Masing - masing persyaratan administrasi dimaksud dibuat dalam rangkap 5
(lima), dengan ketentuan 1 (satu) eksemplar asli dan 4 (empat) eksemplar foto copi.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perhatian dan perkenannya
diucapkan terima kasih.

Pemohon,

Materai
Rp. 6.000,-

(Nama Lengkap)




Q. SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama R R
Tempat/Tgl Lahir ¢ ..o = soawe S

Umur e Tahun

Jenis Kelamin : Laki — Laki / Perempuan
Agama i RS T s
Pekerjaan A

Alamat SRR e

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar — benarnya sebagai
syarat pendaftaran Calon Kepala Pesar - o e
Kecamatan...i. . oo o Kabupaten Rejang Lebong Periode Tahun ......... =
Tahin . ...ne , dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya siap dan
bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan
yang berlaku.

.................... B o o e e

Yang Membuat Pernyataan,

Materai
Rp. 6.000,-

(Nama Lengkap)




R. SURAT PERNYATAAN SETIA KEPADA PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, SERTA MEMPERTAHANKAN
DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, SERTA MEMPERTAHANKAN DAN
MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama S esiesaba s s hee
Tempat/Tgllahir . ... .o e

Umur pE s Tahun

Jenis Kelamin : Laki — Laki / Perempuan
Agama e S e
Pekerjaan et e e

Alamat B e

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya setia kepada Pancasila,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
dan Bhinneka Tunggal Ika.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar — benarnya sebagai
syarat pendaftaran Calon Kepala Blesarestonn: o ki e R
Kecambtan: - ... i o Kabupaten Rejang Lebong Periode Tahun ......... -
Tahub .. , dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya siap dan
bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan
yang berlaku.

.................... eaeaih s 200

Yang Membuat Pernyataan,

Materai
Rp. 6.000,-

(Nama Lengkap)




S. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI CALON KEPALA DESA

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENJADI CALON KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama R
Tempat/Fellahiv: .o o
Umur ¢
Jenis Kelamin : Laki — Laki / Perempuan
Agama SR e
Pekerjaan St
Alamat S et AN

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bersedia menjadi Calon
Kepala;Desa .......ccoovnorne

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar — benarnya sebagai
syarat pendaftaran Calon Kepala esat = e
Kecamatan.:. ov. c-.oooviapoisocs Kabupaten Rejang Lebong Periode Tahun ......... -
Tehun ......... ,»» dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya siap dan
bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan
yang berlaku.

.................... et e e O

Yang Membuat Pernyataan,

Materai
Rp. 6.000,-

(Nama Lengkap)




T. SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI DARI CALON
KEPALA DESA

SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI DARI CALON KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama e
Tempat/Tgllalivt s ..o i

Umur 4 e Tahun

Jenis Kelamin : Laki - Laki / Perempuan
Agama e e e
Pekerjaan S T

Alamat e e

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak akan mengundurkan
diri apabila saya telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan

berakhirnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ................... Apabila ternyata
saya mengundurkan diri sebagai Calon Kepala Desa sebelum berakhirnya
pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ................... , maka saya siap dan bersedia

dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta
rupiah).

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya sebagai
syarat pendaftaran Calon Kepala BESHE i e
KeCEENATEN: .. oo et Kabupaten Rejang Lebong Periode Tahun ......... -
Tahun ......... ,»» dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya siap dan
bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan
yang berlaku.

.................... Jesin s v 200

Yang Membuat Pernyataan,

Materai
Rp. 6.000,-

(Nama Lengkap)




U. SURAT PERNYATAAN PERNAH DIJATUHI HUKUMAN PIDANA PENJARA

SURAT PERNYATAAN
PERNAH DIJATUHI HUKUMAN PIDANA PENJARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama e
Tempat/Tglilahir: ..o .an
Umur :
Jenis Kelamin : Laki — Laki / Perempuan
Agama AR e
Pekerjaan it e
Alamat R e

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya :

1. bahwa saya pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;

2. bahwa saya telah selesai menjalani pidana penjara sejak ......... e ) tahun
yang lalu dan telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik
bahwa saya pernah dipidana penjara serta bukan sebagai pelaku kejahatan
berulang-ulang, dengan bukti sebagaimana terlampir.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar — benarnya sebagai
syarat pendaftaran Calon Kepala BIeSee s as i
Keeamatans s w5 Sl Kabupaten Rejang Lebong Periode Tahun ......... -
Tabhun ... », dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya siap dan
bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan
yang berlaku.

.................... T e 2 o

Yang Membuat Pernyataan,

Materai
Rp. 6.000,-

(Nama Lengkap)




V. DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1L

II.

II.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

KETERANGAN PERORANGAN

1 | Nama Lengkap
2 | Tempat/Tanggal Lahir
3 | Jenis Kelamin
4 | Agama
5 | Status Perkawinan
6 | Pekerjaan
7 | Alamat
PENDIDIKAN
1. Pendidikan
; Nama STTB/Tanda
No| Thaghet | st iins JUTHRRL | s lineeh /Tabun | | B
1 2 5 4 5 6
2. Kursus/Latihan
Lamanya/ o)
Nama Tgl./Bln./Thn. § f Randn
No 5 Lulus/Surat Tempat Ket
Kursus/Latihan s/d Ket./Tahun
Tgl./Bln./Thn. :
1 2 3 S 6
KETERANGAN KELUARGA
1. Istri/Suami
Tempat | Tanggal Tanggal :
No Nama Lahir Lehir Nikah Pekerjaan Ket
1 2 3 4 9 6 7
2. Anak
Jenis Tempat Tanggal :
No Nama Keliasite tahie Labic Pekerjaan Ket
1 2 3 4 S 6 7
...................... e e OO
Yang Bersangkutan,

(Nama Lengkap)




W. SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA 3
(TIGA) KALI MASA JABATAN

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA
3 (TIGA) KALI MASA JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat/Tgllaba ... o

Umur e Tahun

Jenis Kelamin : Laki — Laki / Perempuan
Agama BRI e T
Pekerjaan e e R

Alamat ? b et

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah menjabat
sebagai Kepala Desa sebanyak 3 (tiga) kali dalam masa jabatan, baik secara
berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar — benarnya sebagai
syarat pendaftaran Calon Kepala BleSas e U i s
KEeCATNAATY. .« oco viiienessonsssanens Kabupaten Rejang Lebong Periode Tahun ......... =
Tabhun ... ... ,», dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya siap dan
bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan
yang berlaku.

.................... G 205,

Yang Membuat Pernyataan,

Materai
Rp. 6.000,-

(Nama Lengkap)




X. SURAT PERNYATAAN UNTUK MENCIPTAKAN PEMILIHAN KEPALA DESA YANG
AMAN, DAMAI DAN TERTIB.

SURAT PERNYATAAN
UNTUK MENCIPTAKAN PEMILIHAN KEPALA DESA
YANG AMAN, DAMAI DAN TERTIB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama 3
Tempat/TglTahir: ... .. ..o

Umur S eeeimen Tahun

Jenis Kelamin : Laki — Laki / Perempuan
Agama e h e
Pekerjaan R e s

Alamat A A

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya akan menciptakan
pemilihan Kepala Desa ................ yang aman, damai dan tertib, serta tidak akan
membuat tindakan-tindakan yang mengakibatkan terganggunya keamanan dan
ketertiban selama proses Pemilihan Kepala Desa berlangsung.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar — benarnya sebagai
syarat pendaftaran Calon Kepala D L e e
Keeamatan: . . . ...coonocicaiossnes Kabupaten Rejang Lebong Periode Tahun ......... -
Tahun ... ,»» dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya siap dan
bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang — undangan
yang berlaku.

.................... R s O [

Yang Membuat Pernyataan,

Materai
Rp. 6.000,-

(Nama Lengkap)

Mengetahui;

DANRAMIL e i v KAPOUSER .o s iy 5 CAMAT .ot ;



Y. BLANGKO TANDA TERIMA BERKAS PENDAFTARAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ....cccccccetecccenccccncece
DESA ........ccc..... KECAMATAN ....ccco0eeeveeee
KABUPATEN REJANG LEBONG

Alamat :

TANDA TERIMA BERKAS PENDAFTARAN
BAKAL CALON KEPALA DESA
Nomor : ....... /......./ PAN-PILKADES/ 20..

Diterima tanggal :
Banyaknya : 5 (lima) berkas, 1 (satu) berkas asli 4 (empat) berkas foto copi.

Identitas Pendaftar

Nama e
Tempat/ Tel Lahir i ....icvoiniaeines

Umur e e Tahun

Jenis Kelamin : Laki — Laki / Perempuan
Agama R o el
Pekerjaan I Bbve i deae s e

Alamat T

Kelengkapan Persyaratan Administrasi

Keterangan

No Jenis Persyaratan (Ada dan Sesuai)

1 | Formulir pendaftaran bakal calon kepala desa

2 | Surat pernyataan ketagwaan terhadap Tuhan Yang Maha
Esa

3 | Surat pernyataan setia kepada Pancasila, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika

4 | Foto copy ljazah pendidikan tingkat dasar sampai dengan
pendidikan terakhir yang dilegalisir

5 | Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir

6 | Surat pernyataan tentang kesediaan menjadi calon kepala
desa

7 | Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri dari
Calon Kepala Desa

8 | Foto copy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat
yang berwenang

9 | Surat keterangan/rekomendasi tidak pernah terlibat
perkara penyalahgunaan/peredaran gelap narkoba dari
Polres Rejang Lebong

10 | Surat keterangan bertempat tinggal di Desa..............

11 | Surat keterangan sehat

12 | Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5
(lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri Curup




13

Surat pernyataan pernah dijatuhi pidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap dan telah berakhir menjalani
masa hukuman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak
mendaftar  sebagai  calon Kepala Desa, serta
mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik
bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan
sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang (bagi calon yang
pernah menjalani hukuman pidana penjara)

14 | Surat keterangan tidak sedang  dicabut hak
memilih /dipilih berdasarkan keputusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri
Curup

15 | Daftar riwayat hidup

16 | Pas foto calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dengan
bagian belakang foto/ background merah

17 | Surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala
Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan

18 | Surat pernyataan untuk menciptakan pemilihan Kepala
Desa yang aman, damai dan tertib yang diketahui oleh
Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

19\ o e (persyaratan tambahan apabila pendaftar

berasal dari Kepala Desa /Perangkat Desa/BPD/ Lembaga
Kemasyarakatan /PNS /TNI /POLRI).

............................ st S U O
Ketua Panitia, Petugas Penerima, Tanda Tangan Pendaftar,
Cap dan tandatangan

(Nama Lengkap) (Nama Lengkap) (Nama Lengkap)



Z. BERITA ACARA HASIL PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ....ccceueveeeeeeneensnnnns
KABUPATEN REJANG LEBONG
Alamat :

M

BERITA ACARA HASIL PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Nomor: ....... Yo /PAN-PILKADES/20..

Pada: ‘hapii=ini- .. = oeesel e - - S AT ] e (i , bulan
......................... , tahun....................., bertempat di St e seenslcal - Paniitia
Pemilihan Kepala Desa, BeSo it e s Kecamatan
.................................... Kabupaten Rejang Lebong telah mengadakan Rapat

Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Dengan telah berakhirnya waktu Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa yang
dilaksanakan mulai tanggal ........ Slders s , maka Pendaftaran Bakal Calon
Kepala Desa dinyatakan ditutup.

2. Dalam jangka waktu pendaftaran tersebut, terdapat Bakal Calon Kepala Desa
yang telah mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa, yaitu sebagai berikut :

a. Nama e
Tempat/Telilahin i vt
Umur e Tahun
Jenis Kelamin : Laki — Laki / Perempuan
Agama o e
Pekerjaan e e e
Alamat = R e

b. Nama B e
Tempat/Tgl Lahire. i 0
Umur e Tahun
Jenis Kelamin : Laki - Laki / Perempuan
Agama S e e
Pekerjaan e
Alamat e e s e

3. Dengan adanya Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri sebagai Calon
Kepala Desa berjumlah ........ (Gt ) orang, maka tidak perlu dilakukan
perpanjangan pendaftaran dan selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai tahapan
pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

dhe e dst sesuai dengan hasil rapat.



Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

............... e e 20
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA . e IBEANMIATAN ... s
KABUPATEN REJANG LEBONG
L. Ketua: = cienits e e s o )
2. Sekretaris: ;s 5 TS EERa GRS el T )
3. Anggota I .seince e B )
4. Anggota .. oErr e ie gE S (o o R )
5. Anggota i e e e s )
GIANEROta il S G e T s )
T ANEEOta ¢ . wr il ot S e (e e )



AA.BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....cccccecveceecenecennens

Alamat :

KABUPATEN REJANG LEBONG

Ll e e

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Nomor : ....... e /PAN-PILKADES/20..
................................ ootanggals o0 ., ibulan
..................... sopertempat ‘di oo 0 g5, katni - Panitia:
Desa, BESA = e 5 Kecamatan

Kabupaten Rejang Lebong telah mengadakan Rapat

Penelitian Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut :

i

Nama
Tempat/Tgl Lahir
Umur

Jenis Kelamin
Agama

Pekerjaan

Alamat

Hasil Penelitian
Keterangan

Nama
Tempat/Tgl Lahir
Umur

Jenis Kelamin
Agama

Pekerjaan
Alamat

Hasil Penelitian
Keterangan

: Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat*
Sk (diisi apabila pendaftar tidak memenuhi

syarat dengan menyebutkan alasan-alasan dan
pertimbangannya)

Gt Tahun

: Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat*
A (diisi apabila pendaftar tidak memenuhi

syarat dengan menyebutkan alasan-alasan dan
pertimbangannya)

Bagi Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi, akan
ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.




Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

............... i it s SOE e [ 8
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
BESA s sk KEHEANIATANG - o ansinens
KABUPATEN REJANG LEBONG
1- Kemhia: ~ ¢ it e e R S R D )
2. Sekretamis T ..o oo e e S e e )
3. Anggota Tt e st e O T )
4. ANBEOLAl -~ ¢rounvns R e e snririon )
5. ANGEGta. = Ui ket e s )
6. ARggota . ha o e R o )
T Anggotaraas. = i (oot o = e o )

*Coret yang tidak perlu



BB. PENGUMUMAN HASIL PENELITIAN PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA
DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...cc.cccceeeteetencescnsens
KABUPATEN REJANG LEBONG
Alamat :

PENGUMUMAN
HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL CALON KEPALA DESA
Nomor : ....... /......./PAN-PILKADES/ 20..

Sehubungan telah berakhirnya masa pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa
.................. Kecamatan .................................... Kabupaten Rejang Lebong, serta
telah dilakukan penelitian atas persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa
oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa. Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini
diumumkan hasil penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa
kepada warga/masyarakat Desa ................ untuk diketahui dan mendapatkan
masukan lebih lanjut, yaitu sebagai berikut :

1

Nama
Tempat/Tgl Lahir
Umur

Jenis Kelamin
Agama

Pekerjaan
Alamat

Hasil Penelitian
Keterangan

Nama
Tempat/Tgl Lahir
Umur

Jenis Kelamin
Agama

Pekerjaan
Alamat

Hasil Penelitian
Keterangan

: Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat*
Sy (diisi apabila pendaftar tidak memenuhi

syarat dengan menyebutkan alasan-alasan dan
pertimbangannya)

g Tahun

: Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat*
e S (diisi apabila pendaftar tidak memenuhi

syarat dengan menyebutkan alasan-alasan dan
pertimbangannya)



Demikian pengumuman ini disampaikan dan disebarluaskan kepada

warga/masyarakat Desa ............... , atas masukan Bapak/Ibu/Saudara/i
diucapkan terima kasih.
..................... et 20
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Ketua,
Cap dan tanda tangan
(Nama Lengkap)

*Coret yang tidak perlu



CC. KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN
BAKAL CALON KEPALA DESA YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ....ccccececcecececcccecees

KABUPATEN REJANG LEBONG
Alamat :

TENTANG

PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA YANG TIDAK MEMENUHI
SYARAT ADMINISTRASI DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA ............

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .............. .

Menimbang : a. bahwa sehubungan telah dilakukannya penelitian atas
persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa
.................. oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa ............,
serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal ...... Peraturan
Bupati Rejang Lebong Nomor ....... Tahun 2016 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, maka untuk
Bakal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi persyaratan
administrasi, dipandang perlu ditetapkan sebagai Bakal
Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi persyaratan
administrasi dalam Pemilihan Kepala Desa .......... Periode
Tabhun:.. ..o = Tahln ... oo =

b. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana
dimaksud huruf a di atas, ditetapkan dengan Keputusan
Panitia Pemilihan Kepala Desa.................

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234),;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);



Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 58);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Tentang
Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Propinsi
Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2854);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang
Lebong Tahun 2014 Nomor 94);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8
Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015 Nomor 117);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9
Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015
Nomor 118);

12. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor ....... Tahun 2016
tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pesa.

1. ‘Keputusan - BPD: - .........: tangeal oo tentang
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ............
2. Berita Acara Hasil Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

............ Nomeor ............. tanggal ... ..o
3. Berita Acara Penelitian Persyaratan Bakal Calon Kepala
Desai . ... Nomor ............s tanggal ot
4. Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Bakal Calon
Kepala Desa ............ Nomer ............. tanggal ........coo0.
MEMUTUSKAN :

Bakal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi persyaratan
administrasi dalam Pemilihan Kepala Desa...............
Keécamatan ... voiee. Kabupaten Rejang Lebong Periode
Tahun ... —Tahun. ........: , sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.



KEDUA : Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum

KESATU Keputusan ini, tidak dapat ditetapkan sebagai Calon
Kepala Desa ........... dan tidak dapat mengikuti tahapan
selanjutnya dalam Pemilihan Kepala Desa...............

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang

mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh
Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa............

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Bifetapkan di ........cc...ouie.
Radatanggal .........c..co.cus 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ........
KETUA,

cap dan tandatangan
(Nama Lengkap)

Tembusan, dlsampalkan kepada Yth;

N

Bupati Rejang Lebong;

Kepala BPMPD Kabupaten Rejang Lebong;
Camat o n 5

Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa ...........
KetuaBRPDI o aiars



Nomor
Tanggal

BAKAL CALON KEPALA DESA YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN
ADMINISTRASI DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA...............

No Bakal Calon Kepala Desa Keterangan
1 | Nama D ekt las s o e memuat alasan-alasan
Tempat/Tegl Lahir=: .. .0 s vics dan pertimbangan bakal calon
Umur v Tahun Kepala Desa yang
Jenis Kelamin : Laki — Laki / Perempuan | bersangkutan tidak
Agama e e memenuhi persyaratan
Pekerjaan: i e et e administrasi
Mamat = - LT e
2 [ i sesid v e L R e
dst

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ........

KETUA,

cap dan tandatangan

(Nama Lengkap)




DD. BERITA ACARA PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN BAKAL CALON
KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ....cccceceeetecececececees
KABUPATEN REJANG LEBONG
Alamat :

e

BERITA ACARA PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN
BAKAL CALON KEPALA DESA

Nomer: ... Lo /PAN-PILKADES/20..
Pada;—harioini - o0 0o saatpnggals: s s , bulan
......................... > tahtn. oo h s Bertemipatidi ... eihesoe., Kami Panitia
Pemilihan Kepala Desa, 1D e e S e e e = Kecamatan

.................................... Kabupaten Rejang Lebong telah mengadakan Rapat
Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Dengan telah berakhirnya waktu Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa yang
dilaksanakan mulai tanggal ........ Sfidiosn. , maka Pendaftaran Bakal Calon
Kepala Desa dinyatakan ditutup.

2. Dalam jangka waktu pendaftaran tersebut, Bakal Calon Kepala Desa yang
mendaftar sebagai Calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua) orang.

3. Sehubungan dengan bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar sebagai Calon
Kepala Desa kurang dari 2 (dua) orang, maka sesuai ketentuan Pasal ........
Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor ....... Tahun 2016 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, waktu pendaftaran Calon Kepala Desa
............ akan diperpanjang selama 20 (dua puluh) hari.

4. Hal-hal yang berkenaan dengan perpanjangan waktu pendaftaran Calon Kepala
Desa . . - , akan diatur lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa
dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.
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EE. PENGUMUMAN PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN CALON KEPALA
DESA

PANITIA PEMILITHAN KEPALA DESA ....cccccceceecencnncannes
KABUPATEN REJANG LEBONG

Alamat :
b e e

PENGUMUMAN
PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN

CALON KEPALA DESA ...........
Nomor : ....... foaesesy /PAN-PILKADES/20..

Sehubungan telah berakhirnya waktu Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa
yang dilaksanakan mulai tanggal ........ Slide s berdasarkan Pengumuman
Nomor ::..c....... tamgpal -l —d ooy Berkenaan dengan hal tersebut mengingat
Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa
kurang dari 2 (dua) orang, bersama ini diumumkan kembali kepada seluruh
warga/masyarakat Desa ............... , bahwa telah dibuka perpanjangan waktu
pendaftaran untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa dengan ketentuan sebagai
berikut :

1. Persyaratan :

a. warga negara Republik Indonesia;

b. bertakwa kepada tuhan yang maha esa;

c. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-
undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik
indonesia dan bhinneka tunggal ika;

d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau

sederajat;
berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling
kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;

. tidak pernah terlibat perkara penyalahgunaan/peredaran gelap narkoba;
tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau
lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan
mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang
bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan
berulang-ulang;

k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
1. berbadan sehat; dan
m. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Sl meoe

2. Kelengkapan administrasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1,
meliputi:
a. mengisi formulir pendaftaran bakal calon kepala desa yang ditandatangani
di atas materai Rp. 6000,- ;
b. surat pernyataan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
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surat pernyataan setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

foto copy ljazah serendah-rendahnya dari sekolah menengah pertama,
madrasah tsanawiyah dan/atau pendidikan lain yang sederajat dan [jazah
sebelumnya yang sudah dilegalisir, dengan ketentuan sebagai berikut :

1) foto copy ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan
pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijjazah /STTB yang
bersangkutan atau pejabat yang berwenang;

2) foto copy surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan
ijjazah /STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah
yang mengeluarkan ijazah /STTB yang bersangkutan atau Kepala Dinas;
Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;

3) foto Copy surat keterangan berpendidikan sederajat SMP yang
dibuktikan dengan fotokopi [jazah/STTB yang dilegalisasi oleh Kepala
Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota di wilayah sekolah tersebut berada;

4) apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan foto copy
ijjazah/STTB dan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan
sama dengan ijazah/STTB dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/
Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;

5) apabila ijazah/STTB pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat
ditemukan atau hilang/musnah, pelamar wajib menyertakan fotokopi
surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan
ijjazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah
yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan;

6) kepala satuan pendidikan/sekolah atau Kepala Dinas Pendidikan atau
Kepala Kantor Kementerian Agama bertanggung jawab dan menjamin
bahwa penerima surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama
dengan ijazah/STTB, pernah menerima ijazah/STTB yang berasal dari
satuan pendidikan/sekolah yang bersangkutan;

Apabila pendaftar mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah

menengah pertama atau sederajat, wajib menyertakan :

1) foto copy ijazah sekolah menengah atas yang dilegalisasi sebagaimana
ketentuan pada huruf d;

2) foto copy ijazah perguruan tinggi negeri/swasta yang dilegalisasi oleh
perguruan tinggi yang bersangkutan;

3) Apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat pelamar berkuliah
telah berganti nama, legalisasi dilakukan oleh pimpinan perguruan
tinggi negeri atau swasta yang baru;

4) Apabila perguruan tinggi swasta tempat pelamar berkuliah tidak
beroperasi lagi, legalisasi dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi
Swasta setempat;

5) Apabila karena sesuatu dan lain hal ijazah pendaftar tidak dapat
ditemukan atau hilang/musnah, pendaftar wajib menyertakan fotokopi
surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah
yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah/perguruan
tinggi yang mengeluarkan ijazah yang bersangkutan.

foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh Pejabat yang

berwenang;

surat pernyataan tentang kesediaan menjadi calon kepala desa;

surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri dari Calon Kepala Desa;

foto copy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;

surat  keterangan/rekomendasi tidak pernah  terlibat  perkara

penyalahgunaan/peredaran gelap narkoba dari Polres Rejang Lebong;

surat keterangan bertempat tinggal di desa, dari Kepala Desa yang wilayah

kerjanya meliputi tempat tinggal calon;



l. surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintah atau rumah sakit dan/atau
puskesmas setempat;

m. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling
singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri Curup;

n. surat pernyataan pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah
berakhir menjalani masa hukuman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun
sejak mendaftar sebagai calon Kepala Desa, serta mengumumkan secara
jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana
serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang (bagi calon yang
pernah menjalani hukuman pidana penjara).

o. surat keterangan tidak sedang dicabut hak memilih/dipilih berdasarkan
keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dari
Pengadilan Negeri Curup;

p. daftar riwayat hidup calon, dibuat dan ditandatangani oleh calon;

q. pas foto calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dengan bagian belakang
foto/background merah masing-masing 5 (lima) lembar;

r. surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga)
kali masa jabatan; dan

S. surat pernyataan untuk menciptakan pemilihan Kepala Desa yang aman,
damai dan tertib yang diketahui oleh Forum Koordinasi Pimpinan di
Kecamatan.

Bagi pendaftar yang berasal dari Kepala Desa/Perangkat Desa/BPD/Lembaga

Kemasyarakatan/PNS/TNI/POLRI, selain melengkapi persyaratan administrasi

sebagaimana dimaksud pada angka 2, juga melampirkan persyaratan sebagai

berikut :

a. lIzin tertulis bagi Kepala Desa dari Bupati Rejang Lebong;
Izin tertulis bagi Perangkat Desa dari Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa;

b. Surat pernyataan mengundurkan diri sebagai Pimpinan atau Anggota BPD
bagi Pimpinan atau Anggota BPD;

c. Surat pernyataan mengundurkan diri sebagai Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan bagi Pengurus Lembaga Kemasyarakatan,;

d. Izin tertulis dari Bupati bagi PNS;

e. Izin tertulis dari Pimpinan bagi TNI/POLRI dan/atau sesuai ketentuan yang
diatur oleh institusi TNI/POLRI.

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan/atau angka 3 dibuat
dalam rangkap 5 (lima) dengan ketentuan 1 (satu) eksemplar asli dan 4 (empat)
eksemplar foto copi, dan disampaikan secara langsung oleh yang bersangkutan
atau kuasanya kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa pada saat mendaftarkan
diri sebagai Calon Kepala Desa bertempat di ..................

. Jangka waktu pendaftaran Calon Kepala Desa ditetapkan selama 20 (dua

puluh) hari terhitung sejak tanggal ................. sampai dengan tanggal
..................... , dan pendaftaran dimulai pada Pukul ............ WIB sampai
dengan Pukul ............... WIB.

Keterangan dan informasi lebih lanjut berkenaan dengan persyaratan, dokumen
administrasi persyaratan dan hal-hal lainnya, dapat menghubungi Panitia
Pemilihan di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa.



Demikian pengumuman ini disampaikan dan disebarluaskan kepada
warga/masyarakat Desa ............... , atas partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i untuk
mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa diucapkan terima kasih.

..................... R O
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Ketua,

Cap dan tanda tangan

(Nama Lengkap)



FF. BERITA ACARA PENETAPAN CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ....cccceceeeeecececscsnnes
KABUPATEN REJANG LEBONG
Alamat :

B e Y —————
BERITA ACARA PENETAPAN CALON KEPALA DESA

Nomor: .....: s /PAN-PILKADES/20..
Pada: hari—ifii— 7 o aa s s sestangealiin e nis i o , bulan
......................... o BARUN. v ennanaey DETtEMPAt idis L. viiin.s- o kami Panitia
Pemilihan Kepala Desa, Desa .................... y Keecamatan ..o i Kabupaten

Rejang Lebong, telah mengadakan penelitian kelengkapan dan keabsahan
persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa. Berkenaan dengan hal
tersebut, Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan dan berhak untuk
ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa, yaitu sebagai berikut :

1. Nama SRk LC TR AWy
Tempat/Telibaliib oo oune LT
Umur Lo Tahun
Jenis Kelamin : Laki — Laki / Perempuan
Agama T vesnn S e e s e s
Pekerjaan BN e
Alamat e

2. Nama R
Tempat/ Pglibahir- . 5o == aes
Umur il Tahun
Jenis Kelamin : Laki — Laki / Perempuan
Agama e
Pekerjaan R
Alamat e e

S i dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.
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GG. BERITA ACARA PENGUNDIAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .......cceuueeevunnenenen.
KABUPATEN REJANG LEBONG

Alamat :
\

BERITA ACARA PENGUNDIAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA

Nomor : ....... s /PAN-PILKADES /20..

Pada-havii=inic - o S s e e el eetangaal ol inane . o , bulan
......................... , tahun....................., bertempat di resssansesnsnsansany AT Panitia
Pemilihan Kepala Desa, Besa > Kecamatan
.................................... Kabupaten Rejang Lebong, telah mengadakan Pengundian

Nomor Urut Calon Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut :

— 1. Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa dihadiri para Calon Kepala Desa,
Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan, ...............

2. Nomor Urut Calon Kepala Desa berdasarkan hasil undian yaitu sebagai berikut:

Foto Calon
Nomor Urut Calon Nama Calon (ukuran 4x6 cm)
1
2
..... dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
™ dipergunakan sebagaimana mestinya.
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PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
IDIDISY: R S K AN A AN i
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HH. KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN
BAKAL CALON KEPALA DESA YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ....ccccoctececacsecccecnes

Menimbang

Mengingat

Alamat :

KABUPATEN REJANG LEBONG

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ................

NOMOR ........ TAFIUNG.

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA ...............
PERIODE TAHUN ........... =TAEIONG 5o

a.

bahwa sehubungan telah dilakukannya penelitian atas
persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa
.................. oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa ............,
serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal ...... Peraturan
Bupati Rejang Lebong Nomor ....... Tahun 2016 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, maka untuk
Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan
administrasi, dipandang perlu ditetapkan sebagai Calon
Kepala Desa yang berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa
.......... Periode Tahun .........—Tahun ...........;;

. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana

dimaksud huruf a di atas, ditetapkan dengan Keputusan
Panitia Pemilihan Kepala Desa.................

Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1091);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015



Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 58);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Tentang
Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Propinsi
Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2854);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang
Lebong Tahun 2014 Nomor 94);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8
Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015 Nomor 117);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9
Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015
Nomor 118);

12. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor ....... Tahun 2016
tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

1 -Keputtusan: BPD ... ... ... tanggal ..o tentang
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ............ :
2. Berita Acara Penelitian Persyaratan Bakal Calon Kepa.la

BPesa ... NOMOr ..o tanggal ... ..........

3. Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Bakal Calon
Kepala Desa ............ Nomor ....-.....- tangeal:. ............ ;

4. Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa ............ Nomor
............. tanggal .

5. Berita Acara Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa
............ NOMOE ... tanERAlE s«

MEMUTUSKAN :

Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti Pemilihan Kepala
Desa ..o Periode Tahun ........... =Fahun ... .. , dengan
Nomor Urut dan Nama Calon sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU Keputusan ini, tidak diperkenankan mengundurkan
diri sebagai Calon Kepala Desa ........... sebelum berakhirnya
pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, kecuali karena sebab-
sebab lain yang diatur dalam peraturan perundang-u



KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh
Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa

KEEMPAT ¢ Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi ..................
Padatangeal ............c.... 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ........
KETUA,

cap dan tandatangan

(Nama Lengkap)

Tembusan, disampaikan kepada Yth ;

Bupati Rejang Lebong;

Kepala BPMPD Kabupaten Rejang Lebong;
Camat ....c.oe00 5

Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa ...........
Ketua BPD ...

SL b QN0 1



Lampiran : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Nomor Tahun20........
Tanggal Tahun 20.....

NOMOR URUT DAN NAMA CALON KEPALA DESA

PERIODE TAHUN ............ —TAHUN ...
Nomor Urut Calon Nama Calon
Il
%)
..... dst

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

cap dan tandatangan

(Nama Lengkap)




II. PENGUMUMAN PENETAPAN CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ..ccccoccecececaccacecncnes
KABUPATEN REJANG LEBONG

Alamat :
f

PENGUMUMAN

PENETAPAN CALON KEPALA DESA .........
Nomor : ......./....../PAN-PILKADES / 20..

Sehubungan telah dilaksanakannya penelitian persyaratan dan pengundian

nomor urut Calon Kepala Desa ............... , bersama ini diumumkan kepada seluruh
warga/masyarakat Desa ............... , bahwa Calon Kepala Desa ............... yang
berhak dipilih Periode Tahun .......... —Tahumn .o yaitu sebagai berikut :
Nomor Urut Calon Nama Calon Gambar Calon
1
2
..... dst

Demikian pengumuman ini disampaikan dan disebarluaskan kepada Calon
Kepala Desa dan warga/ masyarakat Desa ............... , atas perhatian
Bapak/Ibu/Saudara/i diucapkan terima kasih.

..................... e 20
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Ketua,

Cap dan tanda tangan

(Nama Lengkap)




JJ. BERITA ACARA PENETAPAN JUMLAH SAKSI CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ....ccccecececececenccccece
KABUPATEN REJANG LEBONG

BERITA ACARA PENETAPAN JUMLAH SAKSI CALON KEPALA DESA
Nomor : ....... /......./PAN-PILKADES/ 20..

Pada:  hari <ini: < aeivaie pa i Jstangeal sl e , bulan

..................... ;o tabuan. i a L g bertempatidl oo o i kan Panitia

Pemilihan Kepala Desa, e . Kecamatan

................................ Kabupaten Rejang Lebong, telah mengadakan rapat untuk

menetapkan jumlah Saksi masing-masing Calon Kepala Desa, dengan hasil sebagai
berikut :

1

Rapat untuk menetapkan jumlah Saksi masing-masing Calon Kepala Desa
dihadiri para Calon Kepala Desa, Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, BPD,
Lembaga Kemasyarakatan, ...............

Berdasarkan kesepakatan maka jumlah Saksi Calon Kepala Desa ditetapkan
paling banyak ....... e ) orang saksi untuk masing-masing Calon Kepala
Desa.

Saksi wajib membawa surat tugas/mandat dari Calon Kepala Desa dan
disampaikan kepada Panitia Pemilihan pada saat melaksanakan tugas.

Tidak hadirnya saksi dan/atau tidak menandatangani berita acara tidak
berpengaruh terhadap keabsahan setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa.
............ dst sesuai hasil kesepakatan rapat.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat

dipergunakan sebagaimana mestinya.
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KK. SURAT MANDAT

SURAT MANDAT

Yang bertanda tangan dibawah ini Calon Kepala Desa ............... Nomor Urut
......... Atas Nama .................., dengan ini memberikan mandat kepada :
Nama e s e
Tempat/Tgl Lahir B el e ey T e
Umur e tahun
Jenis Kelamin : Laki — Laki /Perempuan
Agama B P e T
Pekerjaan I e e R R e s e R
Alamat o T T o e
Untuk menjadi saksi dari Calon Kepala Desa ............... Nomor Urut ......... Atas
Neama ............. dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ............cccocevuueeennnn.n..
tanggal ............ 8CATT .o oo

Demikian Surat Mandat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

.................. s 20
Yang Menerima Mandat, Yang Memberi Mandat,
Tanda tangan RII)W tgggé,- Tanda tangan

(Nama Lengkap) (Nama Lengkap)



LL. BERITA ACARA PENGUNDURAN DIRI CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ....ccccecteecerececnceees
KABUPATEN REJANG LEBONG
Alamat :

bl

BERITA ACARA PENGUNDURAN DIRI CALON KEPALA DESA

Nomor: . ..., fosiores /PAN-PILKADES/20..
Pada =har-—ini s iearaeiss - an setanggal-er e el o , bulan
......................... o tahun. . s i ss i ibertempatedi = ot e, KA. Panitia
Pemilihan Kepala Desa, - Desa ..t ... .iooiiioi o s Kecamatan .- ..o

Kabupaten Rejang Lebong, telah mengadakan rapat sehubungan dengan adanya
pengunduran diri sebagai Calon Kepala Desa sebagaimana tertuang dalam Surat
Calon Kepala Desa................ tanggal .......... hallcs i,

Berkenaan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil rapat Panitia Pemilihan
Kepala Desa menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri yaitu Calon Kepala Desa dengan
Nomor Urut ....... o yatasinama ...

2. Pengunduran diri sebagai Calon Kepala Desa dikarenakan .....................
(alasan-alasan pengunduran diri).

3. Dengan adanya pengunduran diri sebagai Calon Kepala Desa, maka kepada
Calon Kepala Desa yang bersangkutan dikenakan denda sebesar Rp.
25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan Surat Pernyataan
yang ditandatangani oleh Calon Kepala Desa tertanggal .............. Pengecualian
pengenaan denda, apabila pengunduran diri Calon Kepala Desa disebabkan
hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal ......... Peraturan Bupati Rejang Lebong
Nomor ....... Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

4. Hal-hal yang berkenaan dengan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa
terutama yang berkaitan dengan Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri,
akan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.
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MM. PENGUMUMAN PELAKSANAAN KAMPANYE

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ....ccccocotecececsccecees

KABUPATEN REJANG LEBONG
Alamat :

PENGUMUMAN
PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DESA .........
Nomor : ......./......./PAN-PILKADES /20..

Sehubungan akan memasuki tahapan kampanye pemilihan Kepala Desa

................ Periode Tahun ............ — Tahun ............, bersama ini diumumkan

kepada Calon Kepala Desa dan seluruh warga/masyarakat Desa ............... , yaitu

sebagai berikut :

1. Kampanye pemilihan Kepala Desa ................ , dilakukan oleh Calon Kepala
Desa dan/atau melalui tim kampanye/tim sukses Calon Kepala Desa.

2. Pelaksanaan kampanye pemilihan Kepala Desa ................ , ditetapkan selama 3
(tiga) hari terhitung sejak tanggal ................ sampai dengan tanggal ................

3. Tempat-tempat pelaksanaan kampanye ditetapkan di .................

4. Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, bertanggung
jawab serta memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.

5. Kampanye dapat dilaksanakan melalui :
a. pertemuan terbatas;

b. tatap muka;

c. dialog;

d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;

e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang

ditentukan oleh panitia pemilihan; dan

f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

6. Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf
e pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta, harus
seizin pemilik tempat.

7. Pelaksana Kampanye dilarang:

a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan

Republik Indonesia;

. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau Calon yang lain;

. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;

. mengganggu ketertiban umum;

mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan
kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau
Calon yang lain;

. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;

.menggunakan fasilitas Pemerintah, Pemerintah Daerah, tempat ibadah,

tempat pendidikan dan fasilitas umum/sosial lainnya;

i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari

gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan

j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta

Kampanye.

o
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Demikian pengumuman ini disampaikan dan disebarluaskan kepada Calon
Kepala Desa dan warga/masyarakat Desa ............... , atas partisipasi dan perhatian
Bapak/Ibu/Saudara/i diucapkan terima kasih.

...................... 20..

..................... )

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Ketua,

Cap dan tanda tangan

(Nama Lengkap)



NN. PENGUMUMAN MASA TENANG

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ....ccccococacecacocacscacs
KABUPATEN REJANG LEBONG

Alamat :
PENGUMUMAN
MASA TENANG PEMILIHAN KEPALA DESA .........
Nomor: ....... Lisisess /PAN-PILKADES/20..

Sehubungan akan memasuki tahapan masa tenang pemilihan Kepala Desa

................ Periode Tahun ............ — Tahun ............, bersama ini diumumkan

kepada Calon Kepala Desa dan seluruh warga/masyarakat Desa ............... , yaitu

sebagai berikut :

1. Masa tenang pemilihan Kepala Desa ................ , ditetapkan selama 3 (tiga) hari
terhitung sejak tanggal ................ sampai dengan tanggal ................

2. Pada masa tenang masing-masing Calon dilarang melakukan Kkegiatan
kampanye.

3. Pada saat diberlakukan masa tenang, alat peraga kampanye harus sudah
dibersihkan oleh masing-masing Calon.

Demikian pengumuman ini disampaikan dan disebarluaskan kepada Calon
Kepala Desa dan warga/masyarakat Desa ............... , atas partisipasi dan perhatian
Bapak/Ibu/Saudara/i diucapkan terima kasih.

..................... o e e 2D
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Ketua,

Cap dan tanda tangan
(Nama Lengkap)



OO. BERITA ACARA PENETAPAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ....ccccococtcecacncscncnes

KABUPATEN REJANG LEBONG
Alamat :

BERITA ACARA PENETAPAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Nomor: .....: il /PAN-PILKADES /20..

Pada--hawi iding . cisintaian st e satanepal e L , bulan
......................... s AN i e DERtempat o dis c s i, Kami Panitia
Pemilihan Kepala Desa, DESA e s s Kecamatan
.................................... Kabupaten Rejang Lebong, telah mengadakan rapat

sehubungan dengan penetapan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS), yaitu
terletaledi oo s

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.
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PP,

CONTOH SURAT UNDANGAN

Nomor
Sifat
Lampira
Perihal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA .....cccovemisnsessnssesnnsneenses KECAMATAN
KABUPATEN REJANG LEBONG

Alamat :
S s Liioasseea /PAN-PILKADES/20.. Kepada
: Penting Yth. Sdr
n:-
: Undangan

Dengan ini diharapkan kehadiran Bapak/lbu/Saudara/i untuk menggunakan hak pilihnya
pada Pemilihan Kepala Desa ........cccocoenrenseecmrurenenns Kecamatan .........cccinntinnnian Kabupaten
Rejang Lebong, pada :

Hari

Tanggal
Waktu s/d wIB
Tempat
Catatan : Undangan tidak boleh diwakilkan

Demikian atas kehadiran dan partisipasinya diucapkan terima kasih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

Cap dan tanda tangan

(Nama Lengkap)

Gunting disini

Untuk Petugas
TANDA TERIMA

Kepala Desa Kecamatan... Kabupaten Rejang Lebong, kepada :
Nama
No DPT
Alamat
...... P 20..

Telah disampaikan dan diterima Surat Undangan untuk menggunakan hak pilih pada Pemilihan

Yang Menerima,

Tanda tangan

(Nama Lengkap)




QQ. BERITA ACARA PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...cccccceeteetecesccnees
KABUPATEN REJANG LEBONG

Alamat :

BERITA ACARA PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA

Nomor: .= s /PAN-PILKADES/20..

Pada. - Rari-ani- . oot e ot SEREARIOORT U L s , bulan
......................... 3 BARUN .o o ssnnitsssa S RETEEINAL A1 . ... v ivreannaansay KRNI Panitia
Pemilihan Kepala Desa, DL e e S R G O ) 3 Kecamatan
.................................... Kabupaten Rejang Lebong, telah mengadakan rapat
persiapan pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa ..................... Periode
Tahun:....... —Tahun ............ , dengan bahasan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan peralatan dan perlengkapan pemilihan Kepala Desa.

2. Pengamanan semua peralatan dan perlengkapan pemilihan Kepala Desa baik di
sekretariat maupun di TPS.

3. Pemeriksaan Surat Undangan untuk memilih.

G ot dst sesuai dengan bahasan rapat.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.
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RR. BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....cccccocececeeccanence
KABUPATEN REJANG LEBONG

Alamat :
BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA
Nomor=: ... s /PAN-PILKADES/20..

Pada hariiomi v e s sotanggals— e , bulan
......................... v AN oo s DETtEmpat -dir oo e Kami Pamitia
Pemilihan Kepala Desa, BleSaE e 2 Kecamatan
.................................... Kabupaten Rejang Lebong, telah mengadakan
pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa ..................... Periode Tahun .......
—Tabun ............. , dengan hasil sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan pemungutan suara, dihadiri
dan disaksikan oleh BPD, Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas, Calon, saksi
masing-masing Calon, warga/masyarakat ........... dst...-.

2. Acara pemungutan suara dimulai pada pukul 08.00 WIB dan berakhir pukul
14.00 WIB.

3. Sebelum acara pemungutan suara dimulai, dilakukan kegiatan antara lain :

a. pembukaan;

b. penjelasan dan pengarahan singkat oleh Panitia Pemilihan berkenaan dengan
pemungutan suara;

c. pengumuman apabila terdapat Calon yang mengundurkan diri;

d. membuka kotak suara dan mengeluarkan semua isi kotak suara;

e. setelah menunjukkan kotak suara dalam keadaan kosong, maka kotak suara
ditutup, dikunci oleh Panitia Pemilihan;

f. memperlihatkan bungkusan surat suara, membukanya dan memberikan
penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara, serta mengumumkan :
1) Jumlah pemilih dalam daftar pemilih :................. pemilih.
2) Jumlah surat suara dalam sampul S s lembar

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.
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SS. BERITA ACARA HASIL PENGHITUNGAN PEMUNGUTAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...cccccoccetcccescenccccnes
KABUPATEN REJANG LEBONG
Alamat :

|

BERITA ACARA HASIL PENGHITUNGAN SUARA

Nomor: ....." ot /PAN-PILKADES/20..

Pada: “harl ini. . anssssrs s baa i starigpal oo o e S , bulan
......................... tahun.. o5 i e bertembat idi ... e kami- Panifia
Pemilihan Kepala Desa, DR SR e e 3 Kecamatan
.................................... Kabupaten Rejang Lebong, telah mengadakan
penghitungan suara dalam Pemilihan Kepala Desa ..........cc...c.... Periode Tahun
....... - Tahun ............., dengan hasil sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penghitungan suara, dihadiri dan disaksikan oleh BPD, Panitia
Pemilihan, Panitia Pengawas, Calon, saksi masing-masing Calon,
warga/masyarakat ........... dst.oi

2. Acara penghitungan suara dimulai pada pukul 14.30 WIB dan berakhir pukul

........ WIB.
3. Penggunaan surat suara, dengan kegiatan :

a. Menghitung jumlah pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap : ...pemilih
b. Menghitung jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih : ...pemilih
c. Menghitung jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih : ...pemilih
d. Menghitung jumlah kartu suara : ...pemilih
e. Menghitung jumlah kartu suara yang diberikan kepada pemilih : ...pemilih
f. Menghitung jumlah kartu suara yang cacat atau rusak : ...pemilih
g. Menghitung jumlah kartu suara yang sah : ...pemilih
h. Menghitung jumlah kartu suara yang tidak sah/salah coblos : ...pemilih

4. Perolehan suara masing-masing Calon Kepala Desa, yaitu :

Ui?%gon Nama Calon Perolehan Suara Peringkat
1
2
dst
5. Berdasarkan hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud pada angka 4,
Calon Kepala Desa Nomor Urut ........ atas nEmA o e memperoleh
suara terbanyak yaitu ............. (oonsiimnnsoiinmnovmsnaes ) suara, dan untuk selanjutnya

akan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih oleh Panitia Pemilihan
Kepala Desa...........



Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.
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JEE

TABEL PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

TABEL PENGHITUNGAN SUARA

DESA = = e e
KECAMATANS - b o i o
KABUPATEN: =
Nomor Perolehan Suara Calon Kepala Desa
Urut Calon Nama Calon Rincian Jumlah Jusah
Tiap Baris Suara
1 2 3 “+ 5
1
2
3
dst
Suara Tidak Sah
Jumlah Keseluruhan Suara
............... s 20k
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA . e KBCAMATAN .. - i
KABUPATEN REJANG LEBONG
1. -Ketuas=n e s on e e = ot e e )
2. Sekretarissiignl = s il e e e )
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6. Amgedtar - o L (ons et )
Ts - Anggetans - it e (et e )
SAKSI-SAKSI
1.- Saksi Calon NomorUsuts . ke i (st i )
2-—~Baksi-Calon-Nomersirutryrermemmmemenens {rrmssemms e )




UU. BERITA ACARA RAPAT PLENO PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...cceceuteeeceecencennens
KABUPATEN REJANG LEBONG
Alamat :

“
BERITA ACARA RAPAT PLENO PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

Nomor . .= . e /PAN-PILKADES/20..

Pada=hari sinil = 2 inviemes oo e tanegaloe - , bulan
......................... sotahun.oon g o, bertempatidi o .- kaniic Panitia
Pemilihan Kepala Desa, BPesgy it Lo e e 5 Kecamatan
.................................... Kabupaten Rejang Lebong, telah mengadakan Rapat Pleno
Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Periode Tahun ....... = Tahun ............ ;

dengan hasil sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Kepala

Besar. o Periode Tahun ......... m e Tahun, telah dilaksanakan pada
tanggal ..............

2. Perolehan suara masing-masing Calon Kepala Desa, yaitu :

Urll\i(t)rg:_{on Nama Calon Perolehan Suara Peringkat
1l
2
dst

3. Berdasarkan hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud pada angka 2,
Calon Kepala Desa Nomor Urut ........ atdsanama . v memperoleh
suara terbanyak yaitu ............. i ) suara.

4. Dengan demikian Calon Kepala Desa Nomor Urut ........ atas nama
........................ ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih dan selanjutnya
akan disampaikan kepada BPD untuk diproses lebih lanjut sesuai peraturan
perundang-undangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.
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VV. KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN
CALON KEPALA DESA TERPILIH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ....cccccececeecececencecece
KABUPATEN REJANG LEBONG

Alamat :

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ................
NOMOR......... TARBUN <. cocoes

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH DESA ...............
KECAMATAN .00t KABUPATEN REJANG LEBONG
PERIODE TAHUN ........... = PAHING ...........

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .............. )

Menimbang : a. bahwa sehubungan telah selesainya pelaksanaan
pemungutan suara pemilihan Kepala Desa ............ , serta
telah ditetapkannya Calon Kepala Desa Terpilih hasil
pemilihan Kepala Desa .............. berdasarkan Rapat Pleno
Panitia Pemilihan Kepala Desa tanggal .................... , maka
dipandang perlu ditetapkan Calon Kepala Desa Terpilih
Desa:....coic- v Kecamatan ......cc:couvess Kabupaten Rejang
Lebong Periode Tahun ......... =Tabun............ ;

b. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana
dimaksud huruf a di atas, ditetapkan dengan Keputusan
Panitia Pemilihan Kepala Desa.................

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015



Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

10.

11

12.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 58);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Tentang
Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Propinsi
Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2854);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang
Lebong Tahun 2014 Nomor 94);

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8
Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015 Nomor 117);
Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9
Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015
Nomor 118);

Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor ....... Tahun 2016
tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Keputiisan © ‘BPD - .....i tanggal < aoaa tentang
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ............ 5
Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa ... ....... Nomor
............. tamggal ..

Berita Acara Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa
............ NOmor ............. tanggalss o a e

tanggal... .o ;
Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Calon Kepala Desa
TerpilihiNemor ............. tanggali = oo 3

MEMUTUSKAN :

Calon Kepala Desa Terpilih Desa ............ Kecamatan ..............
Kabupaten Rejang Lebong Periode Tahun ........... — Tahun

...... , sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan



KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh
Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa

............

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi ... .........
Pada tanggal ...........a 20.:::

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

cap dan tandatangan
(Nama Lengkap)

Tembusan, disampaikan kepada Yth ;

Bupati Rejang Lebong;

Kepala BPMPD Kabupaten Rejang Lebong;
Camat ...

Kepala Desa/ Penjabat Kepala Desa ...........
KetuarBED:. .. ...

N



Lampiran : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa .................
Nomor Tahun 20........
Tanggal Tahun 20.....

PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH DESA .................
KECAMATAN: ..............ccc... s KABUPATEN REJANG LEBONG
PERIODE TAHUN ............ = BAHWINC s

Nomor Urut

Nama Calon Perolehan Suara
Calon

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ........
KETUA,

cap dan tandatangan

(Nama Lengkap)



WW.BERITA ACARA PENYERAHAN DOKUMEN DAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN
KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...cccceveeeeecececescecens
KABUPATEN REJANG LEBONG
Alamat :

m

BERITA ACARA PENYERAHAN DOKUMEN DAN PERLENGKAPAN
PEMILIHAN KEPALA DESA

Nomor : ....... Jises /PAN-PILKADES/20..

Padershiabi-cinir- ooaiedatnit oo v otangeal o e , bulan
......................... catahun.. .o, bertempat di ... 0. o Kami Panitia
Pemilihan Kepala Desa, Besa = = s : Kecamatan
.................................... Kabupaten Rejang Lebong, telah mengadakan serah
terima dokumen beserta perlengkapan Pemilihan Kepala Desa ............... Periode
Tahun .......; —Tahumn . on s , berupa sebagai berikut :

1. Asli dan foto copy Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon
Terpilih.

Asli dan foto copy berita acara rapat pleno penetapan Calon Kepala Desa
Terpilih.

Asli dan foto copy berita acara pemungutan suara.

Asli dan foto copy hasil penghitungan surat suara.

Asli dan foto copy berkas Calon Kepala Desa terpilih.

Tabel penghitungan suara.

Kertas suara sebanyak ........ (RS ) lembar.

....... dst (hal-hal yang berkaitan dengan perlengkapan Pemilihan Kepala Desa).

o

I OV B i)

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

............... Yiitstnsssesaassssreas 205
Panitia Pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa,
1. Ketua e ek (T S ) 1. Ketua R (Crinaa )
2aSekretamg s S (s ) 2.dstrl
B ANGEAEA i e s (Cosiniione: )
4 ARGEOta: = ¢ wiiiiivnees s ieis foon o )
S Anggota s nav e )
G ARgRetA i e Gl )

ToAnggotaiaie i eena i s )



XX. BERITA ACARA PEMBUBARAN PANITIA PEMILIHAN DAN PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN KEPALA DESA

KOP BPD
I ——————

BERITA ACARA PEMBUBARAN PANITIA PEMILIHAN DAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA .........
Nomor :

Pada -hari ini, ... aetangeal oo oo bulgiies o o tahun
................... bestempatidit- o= . "Desa ... ... KecamBtan ...
Kabupaten Rejang Lebong, telah dilaksanakan rapat pembubaran Panitia Pemilihan
dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa. Rapat dipimpin oleh Ketua BPD dan
dihadiri oleh para Anggota BPD, Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Perangkat
Desa, Unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Unsur Tokoh Masyarakat
(sebagaimana daftar hadir terlampir).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badan Permusyawaratan Desa ................
Ketua,

cap dan tandatangan

(Nama Lengkap)

BUPATI REJ EBONG,

H. MAD HIJAZI



